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ABSTRAK 
 
 
Nama : Bayu Rushadian Hutama, SH 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Ketidak Cermatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi 

Terhadap Penolakan Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Telah Dibuatkan 
Akta Pembebanan Jaminan Fidusia 

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan 
Fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris Wachid Hasyim terbukti telah lalai dalam 
menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjalankannya secara cermat dan teliti 
yang berakibat ditolaknya pendaftaran akta jaminan fidusa atas bangunan tersebut. Penolakan  
pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan adalah tepat karena ternyata bangunan tersebut 
didirikan diatas tanah HGB yang juga dimiliki oleh si pemilik bangunan yang merupakan 
objek Hak Tanggungan sehingga tidak dapat didaftarkan. 

 
Kata kunci: Ketidak Cermatan Notaris, Fidusia 
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Title : Lack Of Accuracy Of The Notary In Runnimg Notary Position (Study Of 

The Fiduciary Warranty Admission Refusal has been created for Fiduciary 
Warranty Deed Imposition  

 
This thesis discusses about violation of regulated in Section 16 paragraph 1 (a) of Law 

Number 30 Year 2004 concerning the Notary in the making Fiduciary Warranty Deed. This 
research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The results of 
this study is the Notary Wachid Hashim proved has neglected in running his position as 
Notary who  is not running a careful and thorough which resulted  in rejection of registration 
fidusia warranty deed of the building. Refusal registration fiduciary of the building is 
appropriate because the the building was built on land which owned by HGB who is also the 
owner of building which is the object of Mortgage (Hak Tanggungan) that can not be 
registered. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Dana merupakan “darah”  bagi suatu perusahaan dalam melakukan 

kegiatan bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa 

darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana bagi sebuah perusahaan 

diperoleh berbagai sumber, tergantung dari sumber dana yang diperolehnya, oleh 

suatu perusahaan dapat berupa modal dan utang. 

Dana yang berupa modal, diperoleh dari para pendirinya berupa setoran 

modal pendiri dan diperoleh dari pemodal yang menyetorkan dana untuk modal 

perusahaan setelah perusahaan itu berdiri. Memperoleh dana modal itu dapat 

dilakukan, baik dengan menjual saham di pasar modal atau menjualnya langsung 

kepada pemodal. Penjualan saham tentu saja hanya dapat dilakukan sepanjang 

perusahaan tersebut berbentuk suatu perseroan terbatas. Apabila perusahaan 

tersebut tidak berbentuk perseroan terbatas, misalnya firma atau persekutuan, 

maka penyertaan modal oleh investor dilakukan dengan cara menjadi kongsi atau 

mitra usaha perusahaan itu.1 Sedangkan sumber dana yang berasal dari utang 

dapat diperoleh melalui pinjaman antara lain dari lembaga perbankan. 

Dalam dunia perdagangan baik yang menyangkut perjanjian utang piutang, 

permodalan, maupun perbankan, dikenal suatu lembaga jaminan yang didasarkan 

atas kepercayaan yaitu Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO) yang disingkat 

atau dikenal dengan nama Fidusia.2 Lembaga jaminan ini sebelumnya tidak diatur 

dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus namun sejak tanggal 30 

September 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang Undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Fidusia selanjutnya disebut UUJF. 

                                                 
1 Sutan Remy Sjahdeini,” Hak Jaminan dan Kepailitan”, (makalah yang diselenggarakan Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Bekerja sama 
dengan Bank Mandiri. Jakarta 09-10 Mei 2000)  
2 Hasan, Juahendah, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada 
Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahaan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung: 
1996 hal 363. 
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Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan 

Belanda  sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi3. 

Pertanggung jawaban hak jaminan fidusia pada dasarnya telah dilaksanakan sejak 

lama oleh masyarakat karena adanya suatu kebutuhan atas suatu jaminan dimana 

benda atau barang tersebut tetap dapat digunakan oleh pemiliknya sesuai 

peruntukan benda atau barang tersebut. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas 

dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap 

sederhana, mudah, dan cepat, namun terindikasi bahwa tidak adanya kepastian 

hukum (karena pada saat itu belum ada undang-undang yang mengaturnya ), 

walaupun pada prinsipnya jaminan fidusia ditujukan untuk memberikan 

kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya4.    

Lembaga jaminan Fidusia memungkinkan kepada pemberi Fidusia untuk 

menguasai benda yang dijaminkan, agar dapat melangsungkan kegiatan usahanya 

yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya 

benda yang menjadi jaminan Fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud 

dalam bentuk peralatan akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya benda yang 

menjadi objek jaminan Fidusia termasuk benda yang tidak berwujud, maupun 

benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1992 tantang perumahan dan pemukiman dan Hak Milik atas Satuan 

Rumah Susun, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

selanjutnya disebut UURS. 

Gadai menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah 

suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang 

diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas 

namanya, dan yang  memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-

orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang 

                                                 
3 Freddy Harris,  “Aspek hukum pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia”, (makalah yang 
disampaikan pada seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan 
Perundang-Undangan RI bekerjasama dengan PT Bank Mandiri. Jakarta 09-10 Mei Tahun 2000.  
4 Ibid, Hal 2. 
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tersebut dan biasa yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang 

itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. 

Pada gadai disyaratkan agar barang-barang bergerak yang menjadi jaminan 

utang debitur diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga yang telah disetujui 

oleh kedua belah pihak, bahkan hak gadai akan hapus apabila barang gadai keluar 

dari kekuasaan si penerima gadai (Pasal 1152 KUH Perdata). Ketentuan ini, 

didalam praktek, menyulitkan debitur yang disatu segi membutuhkan dana, 

sedangkan dilain segi barang-barang yang menjadi jaminan juga diperlukan dalam 

menjalankan usahanya agar dapat melunasi utangnya kepada kreditur. Karenanya 

lahirlah bentuk Fiduciaire Eigendoms Overdracht / FEO (bierbrouwerijarrest), 

dimana barang-barang bergerak yang menjadi jaminan utang tetap berada 

ditangan debitur sedangkan yang diserahkan secara kepercayaan oleh debitur 

kepada kreditur adalah hak milik atas barang-barang tersebut sebagai jaminan 

pelunasaan utang debitur5    

Keadaan ini mendorong munculnya suatu lembaga jaminan yang 

didasarkan pada kepercayaan dimana benda yang dijaminkan tetap berada 

ditangan debitur atau peminjam untuk digunakan dalam menjalankan usahanya 

maupun untuk keperluan sehari-hari. Jaminan yang dilandaskan pada  

kepercayaan ini disebut fiduciaire eigendoms overdracht atau yang lebih dikenal 

dengan nama Fidusia. 

Objek fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu barang bergarak karena 

pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan 

yang terdapat dalam gadai yaitu barang yang digadaikan harus   diserahkan 

kepada dan dikuasai oleh kreditur sebagai penerima gadai. 

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang Pokok 

Agraria atau UUPA yang tidak membedakan atas benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak melainkan pembedaan atas bangunan tidak dapat dijaminkan 

terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan diatas tanah dengan 

                                                 
5 Marianna Sutadi, “Jaminan Fidusia Dan Kepailitan”(makalah yang disampaikan pada seminar 
sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang 
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-
Undangan RI bekerja sama dengan PT Bank Mandiri. Jakarta, 09-10 Mei 2000 
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hak sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. 

Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan Fidusia. 

Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat di Indonesia, di mana banyak orang yang menguasai tanah dengan 

hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan, seperti 

hak sewa, hak pakai, hak menumpang, dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang 

terletak diatas tanah tersebut tidak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan dan 

ini dapat diatasi dengan jaminan fidusia. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan 

pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun atas tanah 

yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, 

UURS mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai 

atas tanah Negara. 

Dalam penjelasan pasal 3 huruf a UUJF dinyatakan bahwa: “Berdasarkan 

ketentuan ini, maka bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat 

dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 

1996 tentang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia”. 

Menurut pasal 5 UUJF pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat 

dengan akta notaris, pasal 15 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris berbunyi sebagai berikut, notaris berwenang membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberkan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

GHS Lukman Tobing menyatakan bahwa wewenang notaries adalah regel 

(bersifat umum) sedang, wewenang pada pejabat lainnya adalah pengecualian. 

Wewenang  dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, 

apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, 

mereka juga berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu 
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mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang 

untuk itu6. 

Pasal 16 ayat 1a undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris mengharuskan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, 

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

Berkenaan dengan dijadikannya bangunan sebagai objek jaminan fidusia 

kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan suratnya tanggal 21 Desember 2004 

nomor w7-kp.01.10-2047 menolak pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan 

yang diajukan oleh notaris Wachid Hasyim,S.H. di Surabaya dengan alasan bahwa 

pemilik bangunan sekaligus juga sebagai pemegang sertifikat tanah HGB tempat 

berdirinya bangunan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis 

menentukan judul tesis “Ketidak Cermatan Notaris Dalam Menjalankan 

Jabatan Notaris  (Studi Terhadap Penolakan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Yang Telah Dibuatkan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia) 

 

1.2.Perumusan Masalah. 

Berdasarkan pada uraian diatas maka rumusan masalah yang merupakan 

pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap focus persoalan yang akan ditulis 

diteliti dalam tulisan ini yaitu: 

1. Bagaimana kecermatan dan ketelitian seharusnya dilaksanakan oleh 

notaris dalam menjalankan jabatannya  

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap  

Pasal 16 ayat 1 (a) 

3. Apakah tindakan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia atas 

bangunan yang didirikan diatas tanah HGB dapat dianggap melanggar 

Pasal 16 ayat 1 (a) 

 

1.3. Metode Penulisan 

 Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative yaitu 

penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara 

                                                 
6 Lukman Tobing GHS , Peraturan Jabatan Notaris, Airlangga, Jakarta: hal 33 

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



 

                                                                                                          Universitas Indonesia 

6

tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. 

Adapun tipe penelitian yang digunakan bisa dilihat dari sudut sifatnya, termasuk 

penelitian eksplanotoris artinya peneliti berusaha menjelaskan objek penelitian 

yaitu mengenai penolakan pendaftaran jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran 

jaminan fidusia Jakarta atas bangunan milik PT Arwinto Intan Wijaya. 

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran 

kepustakaan atau dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penolakan fidusia 

tersebut diatas, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, diktat-

diktat ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan dengan tesis ini. 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan 

wawancara. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber data sekunder atau 

pustaka hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, 

dan sumber hukum tersier. 

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan cirri eksplanatoris sehingga 

hasil penelitian akan bersifat eksplanatoris deskriptif analitis.  

1.4.Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yaitu: 

Bab I: PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang 

diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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Bab II: PENOLAKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH 

DIBUATKAN AKTA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA 

Pembahasan dalam bab ini dbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 

A1.Tinjauan umum tentang jaminan fidusia 

Tinjauan umum terhadap jaminan fidusia dalam system hukum jaminan 

kebendaan dan asas-asas hukumnya di Indonesia, membahas mengenai sejarah 

terbentuknya lembaga fidusia, perkembangan objek fidusia, asas-asas hukum 

jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, serta pembebanan jaminan 

kebendaan dalam pelaksanaan jaminan fidusia. 

A2. Tinjauan umum tentang Notaris 

Tinjauan umum tentang Notaris membahas mengenai pengertian Notaris, 

sejarah Notaris di Indonesia, Kode Etik Notaris serta wewenang dan tanggung 

jawab seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris. 

B. Kronologis Perkara 

 Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai penolakan jaminan 

fidusia daan prinsip kehati-hatian seorang notaris sebagai objek penulisan tesis ini. 

C. Analisis 

Analisis terhadap kasus penolakan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas 

bangunan milik PT. Arwinto Intan Wijaya,  tanggung jawab notaris dalam hal 

terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan tindakan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia atas bangunan 

yang didirikan diatas tanah HGB dapat dianggap melanggar Pasal 16 ayat 1 (a) 

UUJN 
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Bab III: PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya 

dan saran dari penulis 
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BAB II 

PENOLAKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH 

DIBUATKAN AKTA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA 

 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia. 

2.1.1 Pengertian Fidusia. 

Fiduciare Eigendoms Overdracht atau lazim disebut Fiducia (Fidusia) berasal 

dari kata fides yang berarti kepercayaan. Fidusia ini merupakan salah satu lembaga 

jaminan yang dulu pernah hanya dapat dijaminkan atas benda-benda bergerak seperti 

halnya pada gadai. 

Pada dasarnya Fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara kreditur dan 

debitur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-

benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap 

dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas 

pembayaran kembali uang pimjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara constitutum 

Possessorium artinya penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang 

bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur. 

Dengan demikian jika disimak dalam perjanjian dengan jaminan fidusia ini dalam 

satu momentum telah terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus yaitu di 

satu pihak debitur menyerahkan hak milik atas benda-bendanya secara kepercayaan 

kepada debitur artinya benda-benda tersebut tidak diserahkan tetapi hanya hak miliknya 

saja. Di lain pihak pada saat yang sama kreditur selaku pemilik baru benda-benda itu 

meminjamkannya benda-benda yang bersangkutan secara kepercayaan kepada debitur 

untuk dipakai atau digunakan oleh debitur tanpa kreditur harus menyerahkannya karena 

memang masih dalam penguasaan debitur. 

 

2.1.2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Fidusia 

 Konstruksi fidusia pada mulanya didasarkan pada yurisprudensi yang pernah ada, 

dimana fidusia dikatakan sebagai suatu bentuk pranata penyerahan hak milik secara 

kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur 
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dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur, dengan ketentuan 

bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

tanpa cidera janji, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas 

barang-barang tersebut kepada debitur.  

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan Hak Milik 

barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia 

percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalah-gunakan barang jaminan yang 

berada dalam kekuasaannya11. 

Pranata jaminan fidusia tersebut muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat 

akan kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa secara fisik melepaskan barang yang 

dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau 

konstruksi Hukum Romawi. Code Penal maupun Burgerlijk Wetboek yang berlaku, 

mewajibkan diserahkannya kebendaan atau barang bergerak yang dijadikan jaminan 

kepada kreditur. Oleh karena debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, 

seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepas kendaraan yang 

dimilikinya, maka pranata jaminan gadai menjadi tidak mungkin dipergunakan banyak 

pihak.12  

Fidusia sebenarnya timbul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan 

jaminan benda-benda bergerak tetapi masih memerlukan benda-benda tersebut untuk 

dapat dipakai sendiri. Jika menggunakan lembaga gadai tentunya benda-benda itu tidak 

dapat dipergunakan sendiri karena terbentur syarat inbezitstelling (Pasal 1152 ayat (2) 

KUH Perdata) yaitu adanya kewajiban melepaskan secara fisik benda-benda dari 

kekuasaan si pemberi gadai kepada pemegang gadai. Syarat-syarat gadai tersebut 

dirasakan sangat berat oleh pemberi gadai apalagi jika benda-benda yang akan 

dijaminkan justru sangat diperlukan untuk menopang kehidupan sehari-hari terutama 

dalam rangka menjalankan usaha seperti restoran, perusahaan bus, truk, taksi dan lain-

lain. 

                                                 
11 Listyowati Sumanto, Hukum Kebendaan Perdata Barat, Hukum Jaminan & Hukum Tetangga. 

(Fakultas Hukum Universitas Trisakti), hal 31.     
 

12 Gunawan Widjaja, Sejarah Lahirnya Fidusia Sebagai Pranata Jaminan Utang, (Jakarta: Business 
News 6458/28-4-2000), hal 1.  
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Karena kebutuhan tersebut timbulah dalam praktek apa yang disebut jual- beli 

dengan hak membeli kembali yang digunakan untuk menutupi suatu perjanjian pinjam-

meminjam uang dengan suatu jaminan bagi pelunaan utang. Pihak penjual atau debitur 

menjual barang-barangnya kepada pembeli atau kreditur dengan ketentuan bahwa 

barang-braang tersebut tetap dikuasai debitur namun hanya sebagai peminjam pakai dan 

bila telah tiba saatnya jangka waktu yang diperjanjikan berakhir maka penjual atau 

debitur akan membeli kembali barang-barang yang sudah menjadi milik pembeli atau 

kreditur tersebut tetapi yang masih tetap dalam penguasaan penjual. 

Konstruksi demikian tentu saja bukan merupakan bentuk jaminan yang 

sebenarnya namun keadaanlah yang memaksa para pencari kredit untuk menjual 

bendanya agar dapat meneruskan usahanya dengan harapan dapat memperoleh 

keuntungan selanjutnya dapat membeli kembali barang-barang yang telah dijualnya. 

Praktek semacam itu sudah tentu menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli 

hukum. Ada yang berpendapat bahwa perjanjian demikian adalah perjanjian pemberian 

jaminan dalam bentuk gadai namun menjadi tidak sah karena barang tidak diserahkan 

kepada penerima gadai atau kreditur. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa para pihak 

tidak bermaksud untuk mengadakan perjanjian gadai karena tujuannya adalah untuk 

mengatasi syarat inbezitstelling dalam gadai yang memberatkan itu, oleh sebab itu 

perjanjian demikian dianggap sah-sah saja. 

Keadaan yang tidak menentu tersebut mendapatkan kepastian hukum setelah 

dikeluarkannya keputusan-keputusan dari badan-badan peradilan yang merupakan 

dasar/yurisprudensi lahirnya fidusia baik di Nederland maupun di Indonesia. 

Pada perkembangan berikutnya keberadaan jaminan fidusia ini dirasakan oleh 

para kreditur kurang memberikan kepastian hukum dalam hal pelunasaan piutang yang 

telah diberikan kepada debitur. Kreditur banyak menemui kesulitan apabila akan 

mengeksekusi benda jaminan jika debitur cidera janji mengingat benda jaminan tetap 

dalam penguasaan debitur. Terlebih apalagi melihat kenyataan dasar hukum penerapan 

fidusia terbatas pada yurisprudensi karena belum tersedianya peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tata cara, prosedur, dan akibat hukum yang timbul 

dari perjanjian jaminan fidusia. 
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Belum tersedianya peraturan perundang-undangan tentang fidusia berdampak 

pada kurangnya kepastian hukum dalam perjanjian fidusia serta lemahnya perlindungan 

hukum bagi kreditur penerima fidusia. Oleh karena itu masyarakat khususnya pelaku 

usaha, lembaga-lembaga perbankan, dan lembaga keuangan non-bank menganggap sudah 

saatnya ada ketentuan-ketentuan yang bersifat memberi pembatasan-pembatasan terhadap 

tindakan-tindakan debitur yang dapat merugikan kreditur pemegang fidusia dengan tetap 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan debitur selaku pengguna jasa perkreditan 

terhadap eksistensi jaminan fidusia. 

Sebagai pranata jaminan utang, maka keberadaan lembaga fidusia telah lama 

dikenal oleh beberapa nagara, termasuk Indonesia sewaktu masih jadi Negara bagian 

jajahan Belanda, atau lebih dikenal dengan Hindia Belanda. Adapun perkembangan 

fidusia ini dapat dilihat pada beberapa Negara sebagai berikut:13   

1. Zaman Romawi. 

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. 

sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan 

kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. 

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang 

yang telah diserahkan setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya 

bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam 

kekuasaannya. 

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum 

Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fidusia cum creditor dan fidusia cum 

amion. keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fidusia yang kemudian 

diikuti dengan penyerahan hak. 

Dalam bentuk pertama atau lengkapnya fidusia cum creditore contracta yang 

berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut diatur 

bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai 

jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali 

kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. 

                                                 
13 Ibid hal. 3-4. 

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  13   
 

  Universitas Indonesia  

Kalau kita hubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka 

dikatakan bahwa debitur mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditur 

untuk kepentingan kreditur sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh kreditur). 

Timbulnya fidusia cum creditore ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan 

hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan akan adanya hukum 

jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan  fidusia cum creditore ini 

maka kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas 

barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan 

menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada 

kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitur tidak akan dapat 

berbuat apapun jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang 

diserahkan sebagai jaminan itu. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk 

awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang14.  

Karena adanya kelemahan itu maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai 

hak-hak jaminan, fidusia menjadi terdesak bahkan akhirnya hilang sama sekali dari 

hukum Romawi. Jadi fidusia timbul karena memang ada kebutuhan masyarakat akan 

hukum jaminan  jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak lagi dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut15. 

Masyarakat Romawi pada waktu itu menganggap bahwa gadai dan hipotik lebih 

sesuai karena adanya aturan tertulis sehingga lebih memberi kepastian hukum. Gadai dan 

hipotek juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditur dan debitur. Demikian 

pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih terjamin kepastiannya karena ada aturannya 

pula16. 

Masyarakat hukum Romawi juga mengenal suatu pranata lain disamping pranata 

jaminan fidusia diatas, yaitu pranata titipan yang disebut fidusia cum amico contracta 

yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya 

sama dengan pranata “trust” sebagaimana dikenal dalam sistem hukum common law. 

Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan 

perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda 

                                                 
14 Hj Lityowati Sumanto, SH. MH, Op.Cit., hal 32 
15 Ibid, hal 32 
16 Ibid, hal 32 
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tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan 

kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam 

fidusia cum amico contracta ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan 

tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi. 

Perkembangan selanjutnya adalah ketika hukum Belanda merepresikan Hukum 

Romawi dimana fidusia sudah lenyap, fidusia tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya dalam 

Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia. 

Seterusnya sesuai dengan asas konkordansi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia yang memberlakukan BW juga tidak ditemukan pengaturan tentang 

fidusia. 

2. Di Negara Belanda  

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, 

seperti yang telah diuraikan di atas, lembaga jaminan yang diatur adalah gadai untuk 

barang bergerak dan hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua lembaga 

jaminan dirasakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pada bidang perkreditan. 

Tetapi karena terjadi krisis pertanian yang melanda Negara-negara Eropa pada 

pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan 

pertanian untuk mmperoleh kredit. Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit menjadi 

agak kurang populer, dan kreditur menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan 

disamping jaminan tanah tadi.17 Kondisi seperti ini menyulitkan perusahaan-perusahaan 

pertanian. Dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam 

pengambilan kredit sama saja dengan bunuh diri. Apalah artinya kredit yang diperoleh 

kalau alat-alat pertanian yang dibutuhkan untuk mengolah tanah sudah berada dalam 

penguasaan kreditur. Terjadilah perbedaan kepentingan antara kreditur dan debitur yang 

cukup menyulitkan kedua pihak. Untuk melakukan gadai tanpa penguasaan terbentur 

pada ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

melarangnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah terobosan-terobosan dengan mengingat 

konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit 

                                                 
17 Gunawan Wijaya, op.cit. hal. 5. 
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penyimpangan. Bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman 

dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pembeli 

(pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan 

membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap 

berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk 

sementara hal ini dengan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu itu, 

tetapi karena hal itu bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu akan timbul 

kekurangan-kekurangan dalam prateknya18. 

Keadaan seperti itu berlangsung terus sampai dikeluarkannya keputusan oleh 

Hoge Raad  (HR) Belanda pada tanggal 29 januari 1929 yang terkenal dalam nama 

Bierbrouwerij Arrest. Kasusnya adalah sebagai berikut:19 

NV Heineken Bierbrouwerij Maatschappij meminjamkan uang sejumlah f.6000 

kepada P. Bos pemilik warung kopi “sneek”, dengan jaminan berupa hipotek keempat 

atas tanah dan bangunan yang digunakan Bos sebagai tempat usahanya. Untuk lebih 

menjamin pelunasan utangnya, Bos menjual inventaris warungnya kepada  Bierbrouwerij 

dengan hak membeli kembali dengan syarat bahwa inventaris itu untuk sementara 

dikuasai oleh Bos sebagai peminjam pakai. Pinjaman pakai itu akan berakhir jika Bos 

tidak membayar utang pada waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Ternyata Bos 

benar-benar jatuh pailit dan hartanya harus diurus oleh kurator kepailitan (Mr. A.W. de 

Haan) termasuk inventaris tadi Bierbrouwerij kemudian menuntut kepada kurator 

kepailitan untuk menyerahkan  inventaris tadi dengan sitaan Revindikasi. Kurator 

menolak dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut 

adalah tidak sah, karena hanya berpura-pura saja. Dalam gugatan rekonpensi kurator 

kepailitan menuntut pembatalan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali 

tersebut. 

Dalam sidang pengadilan tingkat pertama, pengadilan Rechtbank dalam 

putusannya menolak gugatan Bierbrouwerij dan dalam rekonpensi mengabulkan gugatan 

rekonpensi dengan membatalkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali 

                                                 
18 Listyowati Sumanto, Op.Cit., hal 34  
19 Gunawan Wijaya, Ibid, hal.7. 
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tersebut.20. Alasannya adalah para pihak hanya berpura-pura mengadakan perjanjian jual 

beli dengan hak membeli kembali tersebut.21 Yang sesungguhnya terjadi adalah 

perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk gadai. Akan tetapi gadai tersebut adalah 

tidak sah karena barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai sehingga 

bertentangan dengan larangan pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Pasal 1198 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) 

Atas putusan ini  Bierbrouwerij menyatakan banding yang keputusannya adalah 

menyatakan jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah sah. Dengan demikian 

kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris warung kopi kepada 

Bierbrouwerij. Atas keputusan ini kurator kepailitan menyatakan kasasi dan dalam 

putusannya Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud oleh para pihak adalah 

perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dan merupakan titel yang sah. Kurator 

kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris Bos kepada Bierbrouwerij.  

Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad dalam keputusannya adalah:22 

a. Bahwa Hof, dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak telah menentetukan bahwa mereka bermaksud 

mengadakan perjanjian atas pinjaman sebesar f.6000 sebagai jaminan 

kebendaan (disamping hipotek keempat) 

b. Bahwa karenanya maksud para pihak adalah untuk menyerahkan inventaris 

Bos sebagai jaminan dan hal ini merupakan sebab daripada perjanjian. 

c. Bahwa sebab yang demikian adalah batal. 

d. Bahwa perjanjian yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan 

mengenai gadai juga dengan asas persamarataan kreditur, tidak bertentangan 

dengan gadai karena para pihak tidak bermaksud untuk mengadakan perjanjian 

gadai dan tidak bertentangan dengan asas persamarataan dari para kreditur 

karena ketentuan ini hanya berlaku bilamana mengenai barang-barang kreditur, 

sedang dalam hal ini tidak ada barang debitur. 

e. Bahwa disini juga tidak ditemui suatu penyelundupan Undang-Undang. 
                                                 

20 Ibid, hlm.7. 
21 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat 

Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, (Bandung: Alumni,1999), hlm.26.  
22 Gunawan Wijaya, Eksekusi Terhadap Putusan HR dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarat: 

Business New, 6459/12-03-2001), hal.2.  
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f. Bahwa perjanjian inipun tidak bertentangan dengan kesusilaan karena Undang-

Undang memberikan kebebasan sepanjang hal tersebut masih dianggap wajar. 

 Hal ini telah melahirkan lembaga jaminan dengan jaminan penyerahaan hak milik 

secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia. Putusan Hoge Raad kemudian 

menimbulkan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum. Terutama yang menyangkut 

salah satu pertimbangan Hoge Raad dalam putusannya yang menyatakan bahwa 

perjanjian penyerahaan hak milik itu tidak bertentangan dengan ketentuan tentang gadai. 

Sebagian para ahli hukum menyetujui pertimbangan itu, tetapi sebagian lagi menyatakan 

bahwa dengan demikian Hoge Raad mengakui suatu penyelundupan hukum.  

Sebagai salah satu jaminan Negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga 

merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan 

panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai 

peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari 

suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan 

jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang-

barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitur.23  

3. Di Indonesia 

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh 

yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. 

Kasusnya adalah sebagai berikut:24 

Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) 

dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap 

menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett 

lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh Bataafsche Petroleum 

Maatschappij. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang 

ditentukan, Bataafsche Petroleum Maatschappij menuntut penyerahan mobil dari 

Clignett, namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. 

Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan 

                                                 
23 Ibid, hlm.7. 
24 Lihat H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan 

(Disertasi), (Bandung: Alumni, 2004), hlm.55.   
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tetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan pasal 

1152 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam putusanya 

Hooggerechtshof menolak alasan Clignett karena menurut Hooggerechtshof jaminan 

yang dibuat antara Bataafsche Petroleum Maatschappij dengan Clignett bukanlah gadai, 

melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh 

Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan 

itu kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij. 

Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan Hukum Adat, penyerahan secara 

Constitutum Possessorium sulit dibanyangkan, apalagi dimengerti dan dipahami oleh 

orang Indonesia. Pada prakteknya, dalam perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan 

bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak, 

dan pada saat itu juga kreditur menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia 

yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik, untuk dan atas 

nama penerima fidusia sebagai penyimpan. Walaupun demikian, sebenarnya konsep 

Constitutum Possessorium ini bukan hanya monopoli Hukum Barat saja. Jikalau diteliti 

dan dicermati, dalam Hukum Adat di Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. 

Misalnya tentang gadai tanah menurut Hukum Adat, penerima gadai biasanya bukan 

petani penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai 

tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik tetapi sebagai penggarap25.    

Setelah adanya keputusan Hooggerechtshof itu, fidusia selanjutnya berkembang 

dengan baik disamping gadai dan hipotek. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami 

perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan 

para pihak. Pada zaman romawi dulu,26 kedudukan penerima fidusia adalah sebagai 

pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa 

penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. 

Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut 

kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek fidusia ini, 

baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen 

                                                 
25 Listyowati Sumanto, Op.Cit., hal 37-38.  
26 Gunawan Wijaya,Op.Cit., hal.2. 
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berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak.27 Namun 

dalam praktik kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak 

bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 

Tahun 1960) perbedaan barang bergerak dan barang tidak bergerak menjadi kabur karena 

Undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

maka objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. 

2.1.3. Pekembangan Objek Fidusia 

Pada mulanya fidusia dapat dilakukan baik atas benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak. Hal ini terjadi pada zaman Romawi karena pada masa tersebut kedua 

pengertian itu didasarkan pada kenyataan fisiknya ialah apakah benda-benda itu dapat 

bergerak artinya dapat beralih tempat atau tidak. Namun pengertiannya masih dalam 

bentuk fidusia cum creditore yang timbul sebagai akibat adanya kebutuhan masyarakat 

akan hukum jaminan tetapi keadaan hukumnya belum mengenai figure hukum jaminan 

yang dimaksud dan juga belum ada hak-hak jaminan yang lain. Akibatnya digunakanlah 

dalam praktek konstruksi hukum yang ada yaitu pengalihan hak milik dari debitur kepada 

kreditur dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali secara tidak benar, karena 

bukan merupakan suatu bentuk jaminan yang sebenarnya.28  

Perkembangan yurisprudensi di Indonesia kemudian adalah bahwa fidusia hanya 

dapat dijaminkan atas benda bergerak. Hal ini terbukti melalui keputusan Pengadilan 

Tinggi Surabaya Nomor 158 Tahun 1950 Pdt tanggal 22 Maret 1951 dalam perkara 

Algemene Volkscrediet Bank yang berkedudukan di Semarang selaku penggugat 

melawan The Gwan Gee dan Marpoeah juga di Semarang selaku tergugat.Dalam 

putusannya, Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan penyerahan secara 

kepercayaan sepanjang mengenai bijgebouw dan garage yang terletak di kampong 

                                                 
27 J.Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2002), hlm.150.   
28 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1985), hlm. 36. 
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Kemahgempal Gang III Nomor 1010 Semarang. Sedangkan mengenai barang-barang 

bergerak tetap dinyakan sah. 

 Bukti lain adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372 

K/SIP/1970 tanggal 1 september 1971 dan dimuat dalam yurisprudensi Indonesia 

penerbitan III tahun 1972 dalam perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank Indonesia. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menetapkan bahwa perjanjian 

penyerahan hak sebagai jaminan fidusia hanya sah sepanjang mengenai benda-benda 

bergerak. Oleh karena itu tidak sah penyerahan hak sebagai jaminan atas gedung kantor 

PT Bank Pengayoman yang terletak di jalan Kepondang No. 29-31 Semarang berikut 

inventarisasinya. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 dinyatakan bahwa untuk benda-benda bergerak 

dipakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai. 

Diakhir abad XX tepatnya pada tanggal 30 september 1999 melalui Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek fidusia mengalami 

penegasan karena melalui Undang-undang ini ditetapkan dengan jelas bahwa yang dapat 

dijadikan jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) adalah benda bergerak baik berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud  dalam Undang-undang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. 

 

2.1.4. Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia    

  Untuk dapat membahas asas-asas hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

yang harus diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut: 

1. Asas-asas umum Hukum Kebendaan               

  Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dikenal sekurangnya ada 10 asas 

umum dari hukum kebendaan, yang meliputi:29 

a. Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (dwingendrecht) 
                                                 

29Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Asas-asas Hukum kebendaan, (Jakarta:BPHN Departemen 
Kehakiman, 1987), hlm.12.   
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      yang  berarti bahwa ketentuan hukum kebendaan merupakan ketentuan yang 

bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak. 

b. Dapat dipindahkan. Asas ini memberikan pengertian bahwa, kecuali dalam hal-

hal dimana terjadi pertentangan dengan ketentuan umum; hak milik atas 

kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan 

segala akibat hukumnya. 

c. Individualiteit, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah 

segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan sifatnya. 

d. Totaliteit. Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh seorang individu atas 

suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian dari 

kebendaan tersebut. Ini berarti seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari 

suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan 

tersebut secara utuh (Pasal 500, Pasal 588, dan Pasal 603 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata) 

e. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Asas ini merupakan konsekuensi 

hukum dari asas totaliteit, dimana dikatakan bahwa seseorang tidak 

dimungkinkan untuk melepaskan hanya sebagian dari miliknya atas suatu 

kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberi kewenangan untuk 

membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas, 

namun pembebanan yang dilakukan tersebutpun hanya dapat dibebankan terhadap 

keseluruhan dari kebendaan yang menjadi miliknya tersebut. 

f. Asas prioriteit. Pada uraian mengenai asas onsplitsbaarheid di atas telah  

dikatakan bahwa asas suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberikan jure in re 

aliena, yang memberikan hak kebendaan terbatas atas kebendaan tarsebut. Hak 

kebendaan secara terbatas ini oleh hukum diberi kedudukan secara berjenjang 

(prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya. 

g. Asas percampuran (vermenging). Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari 

pemberian  jure in re aliena, dimana dalam hukum kebendaan pemegang hak 

milik atas kebendaan yang diberi hak kebendaan terbatas (jure in re aliena) 

tersebut. Oleh karena jika hak kebendaan terbatas tersebut jatuh ke tangan 
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pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat 

terbatas tersebut demi hukum hapus. 

h. Asas publiciteit. Asas ini berhubungan dengan fungsi dan kewajiban pencatatan 

dan publisitas dalam hukum kebendaan. Pencatatan dalam hukum kebendaan 

merupakan suatu hal yang boleh dikatakan bersifat mutlak agar hak kebendaan 

yang diberikan oleh Undang-undang, maupun yang diberikan secara terbatas (jure 

in re aliena) tersebut dapat diakui dan dipertahankan oleh pemiliknya terhadap 

setiap pihak yang bermaksud untuk mengganggunya. 

i. Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan tidak 

bergerak. Secara umum kita semua ketahui bahwa meskipun, dengan 

diberlakukan Undang-undang Pokok Agraria pembedaan atas benda bergerak dan 

tidak begerak tidak begitu relevan lagi, dan cenderung bergeser ke arah 

kebendaan tanah dan bukan tanah, asas perlakuan yang  berbeda ini tetap saja 

menjadi relevan kembali, terutama yang berhubungan dengan hak jaminan 

kebendaan sebagian bagian dari  jure in re aliena.  

j. Adanya sifat perjanjian dalam tiap-tiap pengadaan atau pembentukan hak 

kebendaan. Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya dalam tiap-

tiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam tiap-tiap hak 

kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian didalamnya. Sifat perjanjian ini 

menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas 

(jure in re aliena), sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-undang.  

2. Jaminan Fidusia 

Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. Hal yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak atas 

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan yang tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan  

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang hak tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur 
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lainnya. Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi 

pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh kreditur atau penerima fidusia. 

3. Sifat Jaminan Fidusia 

     Adapun sifat-sifat dari jaminan fidusia, adalah: 

a. Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memberikan   kedudukan 

yang diutamakan kepada kreditur yang memiliki hak didahulukan dari kreditur 

lainnya. Hak kreditur tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan debitur. 

b. Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek jaminan tersebut berada, kecuali 

terhadap benda yang digolongkan sebagai benda persediaan. 

c. Merupakan perjanjian ikutan atau accesoir dari suatu perjanjian pokok yang 

mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia bilamana utang yang dijaminkan hapus. 

d. Tidak dapat dilakukan pembebanan utang atau fidusia ganda atas benda yang 

sudah dan masih dibebani jaminan fidusia, tetapi dapat diberikan untuk menjamin 

utang kepada lebih dari seorang kreditur asalkan diberikan pada saat yang sama. 

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: 

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima penerima fidusia”.     

 

Ini berarti Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan 

fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zekelijke zekerheid, 

security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 

fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Jaminan Fidusia,  Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau 

likuidasi pemberi fidusia. 

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia 

hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat persoonlijk 

(perorangan) bagi kreditur. 
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4. Sifat Assesoir Dari Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia. 

Jika pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa 

jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (yang berwujud 

dalam tindakan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu) 

yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan 

fidusia memiliki sifat sebagai berikut:30 

a. Ketergantungan terhadap perjanjian pokok. 

b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok. 

c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang 

disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. 

Oleh karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian accesoir maka berdasarkan 

Pasal 25 ayat (1) a Undang-Undang Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya hutang yang 

dijamin dengan Fidusia. 

5. Sifat Mendahului (droit de preference) Dalam Jaminan Fidusia 

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur 

dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hak Tanggungan (Pasal 1 butir 

1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan Hipotek, maka 

jaminan fidusia menganut prinsip droit de preference. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-

undang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia.31   

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang 

diutamakan terhadap kreditur lainnya. Kemudian menurut Pasal 27 ayat (1), Penerima 

Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan 

tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil 

eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (ayat 2). Menurut penjelasan atas 

ayat (1), hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian hak yang 
                                                 

30 Ratu Rusmiati, Aspek Yuridis Dari Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia 
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (tesis), (Jakarta: Universitas Krisna Dwipayana, Program 
Pasca Sarjana, 2008), hal 55. 

31 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal.166;   
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didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau 

likuidasi Pemberi Fidusia (ayat 3). Ketentuan dalam ayat ini menurut Penjelasannya 

berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas 

kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu ketentuan dalam Undang-undang tentang 

kepailitan tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi. Dengan demikian apabila Pemberi 

Fidusia jatuh pailit, maka hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus 

karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit 

Pemberi Fidusia32.    

Jika kita berfikir sebaliknya, yaitu bagaimana jika penerima fidusia yang 

dinyatakan pailit? Apakah benda yang menjadi objek fidusia jaminan fidusia dan yang 

hak kepemilikannya secara fidusia ada pada penerima fidusia termasuk dalam harta 

pailitnya? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat ketentuan Pasal 33 Undang-

undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada 

penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila 

debitur cidera janji, batal demi hukum”.33 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia, oleh 

karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan. 

6. Droit de Suite 

 Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia; Jaminan 

fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa 

pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaaan yang menjadi 

objek jaminan fidusia. 

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip droit de suite yang telah 

merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitanya dengan 

hak milik atas kebendaan (in rem)34. Namun demikian Undang-undang tidak menutup 

kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal 

                                                 
32 Listyowati Sumanto, Hukum Kebendaan Perdata Barat, Hukum Jaminan & Hukum Tetangga, ( 

Fakultas Hukum Universitas Trisakti), hal 50-51.     
33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 33.  

 
34  Listyowati Sumanto, Loc.Cit. 
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benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 

21 Undang-undang Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda 

persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara prosedur yang lazim 

dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan disini maksudnya adalah antara lain 

termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.35  

Undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh 

debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan 

persediaan tersebut tidak berlaku. Cidera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya 

prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun 

perjanjian jaminan lainnya.  

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan yang berupa 

benda pesediaaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. 

Pengertian setara di sini tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini berguna 

untuk menjaga kepentingan penerima fidusia. 

Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan 

yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi objek Jaminan 

Fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. 

Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda 

persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tantang adanya 

jaminan fidusia itu, asalkan pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda 

tersebut sesuai sesuai dengan harga pasar. Harga pasar disini maksudnya adalah harga 

yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak 

mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan 

benda tersebut. 

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) diatur secara khusus, yaitu apabila penerima 

fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, 

atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau 

menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka 

persetujuan tersebut tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan 

                                                 
35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 21. 
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fidusia. Penjelasan Pasal ini memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan 

menggabungkan adalah penyatuan bagian-bagian dari benda tersebut. Sedangkan 

mencampur adalah penyetujuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. Pengaturan ini  memang perlu mengingat bahwa pada umumnya yang 

menjadi objek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang beraneka ragam jenisnya.36 

Sehubungan dengan itu jelas terdapat larangan dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu 

pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak 

lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia (pasal 24 Undang-undang Jaminan 

Fidusia). Beban itu dilimpahkan kepada pemberi fidusia.37 Hal ini karena pemberi fidusia 

tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan dia yang 

memakainya serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda 

tersebut. Jadi sudah sewajarnya pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas semua 

akibat dan resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut.  

2.1.5. Pembebanan Jaminan Fidusia        

 Pemberi fidusia adalah debitur (Perseorangan/korporasi) yang menyerahkan hak 

miliknya atas suatu barang tertentu yang dimilikinya kepada kreditur sebagai jaminan 

pelunasan pembayaran atas utang yang diberikan oleh kreditur. Pemberi fidusia 

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak miliknya kepada kreditur dan pemberi 

fidusia berhak untuk menguasai secara fisik sebagai detentor dari barang tersebut. 

Pemberi fidusia wajib memelihara barang jaminan itu dengan baik dan tidak mengalihkan 

benda itu kepada orang lain tanpa pesetujuan penerima fidusia. 

Penerima fidusia adalah pihak kreditur (Perseorangan/korporasi) yang memberi 

piutang kepada debitur yang menerima penyerahan hak milik dari tangan pemberi fidusia 

untuk kemudian penguasaannya diberikan kembali kepada debitur untuk dimanfaatkan. 

Kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, oleh karena benda/barang yang 

dijaminkan tersebut merupakan hak milik, maka kreditur dapat melakukan beberapa 

tindakan seperti layaknya seorang pemilik barang, misalnya pengawasan atas barang 

jaminan. Kreditur dalam hal ini sebagai orang yang berkentingan atas barang jaminan 

namun kewenangan atas barang jaminan tersebut dikuasakan kembali kepada debitur. 
                                                 

36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (1) 
37 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24. 

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  28   
 

  Universitas Indonesia  

Dalam peristiwa penjaminan fidusia ini pihak kreditur tidak akan menjadi pemilik 

yang penuh, kreditur hanya merupakan bezitloos eigenaar atas barang jaminan tersebut. 

Kedudukan kreditur hanya sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai 

pemilik yang dipunyainya adalah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan 

itu sendiri. Oleh karena itu kewenangan tersebut diartikan sebagai kewenangan terbatas. 

Bentuk perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa 

Indonesia. Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para beserta ahli warisnya 

atau para pengganti haknya. Alasan mengapa harus dibuat dengan akta notaris terhadap 

perjanjian fidusia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan 1872 

KUH Perdata. Dengan demikian apabila pihak kreditur akan mengeksekusi benda 

jaminan, kedudukan pembuktiannya terhadap keabsahan perjanjian perjanjian jaminan 

menjadi kuat.       

Fase pembebanan jaminan fidusia:38   

a. Adanya perjanjian pokok      

   Pembebanan fidusia bersifat perjanjian accesoir, yaitu pembebanan hapus 

   apabila perjanjian pokoknya hapus.    

b. Perjanjian yang bersifat konsensual dan obligatoir. 

Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dengan jaminan fidusia.                  

Diantara Pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia diadakan perjanjian dimana 

ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan 

hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi  kredit. 

c. Adanya penyerahan secara Constitutum Possesorium 

   Adanya perjanjian kebendaan diantara pihak pemberi dan penerima fidusia  

dilakukan penyerahan secara Constitutum Possesorium dimana benda tetap dikuasai 

oleh pemberi fidusia. Fase ini mengandung penerahan semu, sebab benda fidusia 

tersebut masih berada tetap dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penyerahan ini 

ditentukan sebagai cara yang sah untuk lahirnya hak jaminan kebendaan yang baru, 

                                                 
38 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Creditve Band, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti,1991), hlm. 90-92. 
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walaupun penyerahannya tidak merupakan penyerahan yang nyata yang dikenal 

bagi benda bergerak.     

d. Adanya perjanjian pinjam pakai. 

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris 

dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-

undang Jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari 

dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan 

Fidusia harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempet tinggal, atau tempat 

kedudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. 

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan 

utang yang dijamin fidusia. 

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan 

dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti 

kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan 

benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, 

seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam 

akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda 

tersebut.  

4. Nilai penjaminan 

5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Sebagai Undang-undang yang baru di introduksi Undang-undang Jaminan Fidusia 

memberikan kelonggaran dalam bentuk beberapa pengecualian terhadap ketentuan 

tersebut, sebagai bagian dari ketentuan peralihan Undang-undang Jaminan fidusia 

terhadap perjanjian jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang 

Jaminan Fidusia ini. 

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur hipotek, dan Undang-undang Hak 

Tanggungan, maka akta jaminan fidusia juga harus dibuat oleh dan atau dihadapan 
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pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak beserta para ahli 

warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya mengapa Undang-undang Jaminan 

Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi 

mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak 

terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentikl yang dianggap paling dapat 

menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: 

1. Utang yang telah ada. 

2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah 

tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah 

kontinjen, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh 

kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 

3. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan 

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang 

dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang 

jumlahnya dapat ditentukan kemudian. 

Timbul pertanyaan, apakah pengertian utang yang dimaksud juga mencakup 

setiap perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata? Jika kita simak ketentuan Pasal 1 butir 7 yang mendefinisikan “utang sebagai 

kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 

uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen, dengan 

jenis-jenis utang yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia” di atas, maka yang 

dimaksud dengan utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia tidak 

terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 7, melainkan juga 

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  31   
 

  Universitas Indonesia  

mencakup setiap perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata39. 

Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia 

dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari 

penerima fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada 

lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Perihal 

yang dimaksud dengan kuasa dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa 

khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan 

fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang 

secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, 

misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. 

Ketentuan Pasal 9 Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa jaminan 

fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk 

piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh 

kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia  

pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Pembebanan jaminan fidusia 

tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas 

benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan sekarang untuk nantinya. 

Ketentuan yang menetapkan bahwa benda yang diperoleh kemudian hari dapat 

dibebani dengan jaminan fidusia ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini 

secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh kemudain 

hari. Hal ini menunjukan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan 

dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. 

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan 

fidusia, Pasal 10 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali 

diperjanjikan lain: 

1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, 

yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia. 

                                                 
39Ratu Rusmiati, Aspek Yuridis Dari Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (tesis), (Jakarta: Universitas Krisna Dwipayana, Program 
Pasca Sarjana, 2008), hal 63. 
  

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  32   
 

  Universitas Indonesia  

2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, 

maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Bahkan Pasal 25 

ayat (2) menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi 

pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut. 

2.1.6. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

1. Kantor Pendaftaran Fidusia  

 Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia 

mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku 

meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

 Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat 

kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada 

didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas 

publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai 

benda yang telah dibebani jaminan fidusia. 

Seperti telah disebutkan di atas, pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Fidusia 

didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia. Secara bertahap dibentuklah Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provinsi di 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini 

berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bukan 

institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. 

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Segala keterangan mengenai 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

terbuka untuk umum. 

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada  penerima 

fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan 

mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbuka untuk umum. 
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2. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia    

 Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa 

atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang 

memuat: 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. 

b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang 

membuat akta jaminan fidusia. 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. 

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

e. Nilai penjamin dan 

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku 

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan 

penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan  pendaftaran jaminan 

fidusia, akan tatapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan 

pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini 

dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini berlainan dengan cessie jaminan 

yang lahir pada waktu perjanjiannya dibuat antara debitur dan kreditur. 

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia 

merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut 

dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia yang 

menyatakan “Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari (1) 

satu perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan 

mempunyai hak yang didahulukan”. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang 

menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa 

atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia. 

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia 

adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada 
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tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat 

jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat 

catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan 

pendaftaran. 

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan 

merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan 

fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa 

pemiliknya. Terobosan ini akan lebih bermakna jika kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 

1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang 

menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya. 

Itulah sebabnya mengapa cessie jaminan kurang memberi perlindungan bagi 

kreditur pemegangnya yaitu karena tidak adanya pendaftaran seperti pranata jaminan 

fidusia ini. Dengan demikian jaminan fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu 

asas yang sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan. 

3. Sertifikat Jaminan Fidusia 

 Dalam sertifikat Jaminan Fidusia wajib dicantumkan kata-kata “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat ini 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan 

fidusia ini dapat langsung dapat dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses 

persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para 

pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan 

salah satu ciri kebendaan dari jaminan fidusia yaitu adanya kemudahan dalam 

pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena 

itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi 

jaminan fidusia melalui pranata parate eksekusi. 
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4. Permohonan Perubahan        

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat 

jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas 

perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar 

Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari sertifikat jaminan fidusia. 

2.1.7. Pembebanan Jaminan Kebendaan Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia     

Perkembangan pengaturan objek jaminan fidusia mencakup benda tidak bergerak 

seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, 

dimana dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Fidusia adalah 

hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas dasar kepercayaan yang disepakati sebagai 

jaminan pelunasan piutang kreditur”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 

ketentuan mengenai fidusia diatur dalam Bagian Ketiga, Tentang Peralihan, Pembebanan 

dan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.40 Dalam Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, disebutkan bahwa “Pembebanan 

fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.41  

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang timbul di dalam praktik sebagai 

kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kredit benda bergerak selain gadai. Pada 

awalnya fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai 

dimana yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedangkan 

barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Penyerahan seperti ini merupakan penyerahan 

                                                 
40 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Pasal 43: Dalam hal terjadi pembebanan atas 

rumah susun, pendaftaran hipotik atau fidusia yang bersangkutan dilakukan dengan menyampaikan: 
a.sertifikat tanah; b.akta pembebanan fidusia atau hipotik; c.surat-surat lainnya yang diperlukan.  

41 Lihat Pasal 15 ayat 2 sub a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan 
Pemukiman. 
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Constitutum Possesorium.42Adapun bentuk penyerahan lain yang bukan bentuk 

penyerahan secara nyata yang perlu diketahui adalah:43 

1. Traditio brevi manu, merupakan penyerahan tangan pendek karena pada dasarnya 

benda yang akan diserahkan sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan 

menerima. 

2. Traditio longa manu, merupakan penyerahan hak secara formalitas karena benda 

yang akan diserahkan berada pada tangan pihak ketiga. 

Seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang tentang Fidusia, bahwa 

sebelum Undang-undang ini terbentuk, yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah 

benda bergerak yang terdiri dari benda persedian, benda dagangan, piutang, peralatan 

mesin, dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya Undang-undang tentang Fidusia, 

objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas yaitu benda-benda bergerak 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat 

dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak 

Tanggungan, menurut Ratnawati atas dasar kebutuhan tersebut regulasi tentang jaminan 

fidusia harus mempunyai ciri-ciri:44  

1. Memberikan kedudukan yang mendahului para kepada kreditur penerima fidusia. 

2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada. 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

 Fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang timbul dengan perjanjian. 

Perjanjian fidusia bersifat accesoir,45 adanya tergantung perjanjian pokok yang biasa 

berupa perjanjian pinjaman pada bank. Di dalam dunia perbankan perjanjian fidusia ini 

dibuat sebagai tambahan dalam jaminan pokok, hal mana jaminan pokok tersebut kurang 

memenuhi nilai jaminan yang seharusnya disediakan oleh pihak debitur. 

                                                 
42 Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1985), hlm.21. 
43 Lookin H., European Private Law, Rijks University Groningen, Groningen,1977. 
44 Ratna W. Prasodjo, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, Makalah Seminar, Sosialisasi 

RUU Fidusia, Jakarta, 23 September 1999.  
45 Lihat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 4, arti dari 

accesoir ini adalah hak jaminannya bukan merupakan hak yang berdiri sendiri, akan tetapi ada dan 
hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya.   
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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

maka segala perihal tentang fidusia diatur oleh ketentuan Undang-undang tersebut, dapat 

dibagi sebagai berikut: 

1. Jaminan Kebendaan 

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung yang dapat diartikan 

sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah46:  

a. Tanggungan atas segala perikatan dari seseorang (ditentukan dalam Pasal 

1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

b. Tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang (Hal ini dimungkinkan 

oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

c. Tanggungan atas piutang yang diistimewakan (diatur dalam Pasal 1139 

sampai dengan 1149 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata) 

d.  Tentang gadai (diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata) 

e.  Tentang Hipotek (diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata) 

f. Tentang penanggungan utang (diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

g. Tanggungan yang ada sebelumnya ada karena yurisprudensi yaitu fidusia. 

Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan 

perlindungan yang bersifat umum. Sifat umum dari bentuk perlindungan tersebut 

mengandung makna bahwa secara otomatis debitur berkewajiban untuk menjamin 

prestasi yang diperjanjikan tanpa memerlukan perjanjian khusus. Apabila debitur tidak 

memenuhi kewajibannya, maka kepada setiap krediturnya diberikan hak yang sama untuk 

mengambil pelunasan utang-piutangnya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur 

menurut perimbangan dari banyaknya piutang masing-masing. Jaminan yang bersifat 

umum ini dirasakan kurang cukup dan kurang aman, namun diakhiri paragraf Pasal 1132 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pengecualian terhadap ketentuan 

tersebut, yaitu creditur preference. 
                                                 

46 Freddy Harris, S.H., LL.M. “Aspek hukum pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia”,  
(makalah yang disampaikan pada seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  
Jaminan Fidusia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan 
Perundang-Undangan RI bekerjasama dengan PT Bank Mandiri. Jakarta 09-10 Mei 2000, hal 3-4. 
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Dengan dibuatnya perjanjian jaminan khusus, yamg bertujuan untuk mendapatkan 

pembayaran yang cukup dan aman, seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk 

mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur 

sebagai jaminan pelunasan utangnya. Apabila debitur lalai membayar utangnya, pihak 

kreditur berhak menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian 

atau seluruh hasil penjualan itu sesuai dengan jumlah utang yang harus dilunasi debitur 

tanpa perlu memperhatikan kreditur-kreditur lainnya. Pemberian jaminan kebendaan 

selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan, 

dan menyediakan guna pemenuhan pembayaran kewajiban utang seorang debitur. 

Pembuatan perjanjian secara khusus itu ditujukan bagi keuntungan seorang 

kreditur tertentu yang telah memintanya, karena apabila tidak ada hal tersebut secara 

khusus seluruh kekayaan debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utangnya. 

Dengan demikian pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu dapat 

dilakukan dengan memberikan suatu kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.47 

Dari sudut pandang seorang kreditur hal tersebut sangat penting, karena apabila 

perjanjian utang-piutangnya yang dibuat dengan seorang debitur tanpa menjaminkan 

barang-barang berharga tertentu milik debitur, yang ternyata debitur juga mengadakan 

perjanjian utang-piutang dengan kreditur lainnya, dan apabila debitur jatuh pailit atau 

dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan perjanjian, maka 

terhadap pelunasan hutangnya harus dibagi secara proposional sesuai dengan prosentase 

jumlah utangnya. Akibat hukum dari hal tersebut adalah dibutuhkan waktu yang lebih 

dan kemungkinan hasil pembagian diperoleh jumlah yang lebih kecil dari utang yang 

diberikan oleh kreditur. 

Jaminan kebendaan termasuk dalam hak kebendaan, dimana hak mutlak atas 

suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat 

dipertahankan kepada setiap orang, maka sifat jaminan kebendaan juga termasuk sifat-

sifat dari hak kebendaan, yaitu: 

a. Bersifat absolute, dapat dipertahankan kepada siapa saja. 

                                                 
47 Oey Hoey Tiong,Op.Cit., hlm.24. 
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b. Droit de suite, selalu mengikuti bendanya, dimana hak tersebut terus mengikuti 

bendanya dimanapun juga barang tersebut berada, hak it uterus mengikuti orang 

yang mempunyainya. 

c. Asas prioriteit (droit de preference), bahwa yang terjadi lebih dahulu 

tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. 

d. Asas publisitas, bahwa pendaftaran benda merupakan bukti dari kepemilikan. 

e. Dapat dipindah tangankan atau dialihkan secara penuh.     

2. Masalah-masalah yang akan timbul dalam pembebanan jaminan fidusia   

 a. Perlindungan terhadap kreditur. 

Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. 

Dalam praktik sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukan kedalam 

neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat 

menyulitkan para kreditur, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukan dalam 

daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya 

tentang asset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca. 

Terhadap jaminan fidusia yang dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima 

fidusia, apabila terjadi pelelangan atas barang fidusia tersebut, maka akan dapat masalah 

dalam menentukan siapa yang akan menjadi kreditur preferencenya. 

b. Perlindungan terhadap debitur  

 Jaminan fidusia yang berasakan kepercayaan dapat menjadi bumerang bagi pihak 

debitur. Sesuai dengan prinsip hukum benda dengan adanya peralihan hak maka pihak 

kreditur dapat sewaktu-waktu mengambil benda tersebut, apabila debitur tidak mau 

menyerahkan benda tersebut dapat dikatakan sebagai penggelapan atau penguasaan 

barang tanpa hak. 

c. Perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik 

 Barang fidusia merupakan barang bergerak dan tidak bergerak khusus bangunan 

yang berdiri diatas milik orang lain. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima 

fidusia. Dalam kaitannya dengan hal tersebu, apabila calon pembeli yang beritikad baik, 

melakukan suatu transaksi atas barang yang sebenarnya merupakan jaminan fidusia, 

dimana dalam pasal 20 dijelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengukuti benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun juga.  
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d. Letak benda diluar wilayah Republik Indonesia. 

 Seperti dinyatakan dalam pasal 11 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia bahwa benda atau objek tersebut dapat berlokasi di luar negeri, 

hal tersebut sangatlah riskan karena adanya sifat kedaulatan negara lain yang harus 

dilampaui. Apabila terjadi suatu sengketa dan eksekusi dilaksanakan, maka tidak serta 

merta objek jaminan tersebut dapat dialihkan, karena adanya sistem hukum negara lain. 

e. Musnahnya barang/benda  

Seperti yang disebut dalam Pasal 25 ayat 1 sub c dinyatakan bahwa jaminan 

fidusia hapus karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan tersebut. Ketentuan 

dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apakah dengan musnahnya objek 

tersebut maka pihak debitur tidak perlu mengganti dengan objek yang lain atau pihak 

debitur sudah tidak perlu lagi untuk mengganti objek jaminan dengan yang lain karena 

telah dianggap lenyap atau hapus oleh Undang-undang. Ketentuan tersebut tidak 

mencerminkan perlindungan terhadap kreditur, padahal seperti yang telah kita bahas 

sebelumnya objek jaminan tersebut tetap dalam penguasaan debitur. 

f. Eksekusi 

Secara teoritis eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

sangat dilindungi oleh Undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila 

debitur cidera janji, maka pihak kreditur dapat menjual benda tersebut kepada pihak lain 

guna pelunasan hutangnya. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa benda tersebut 

masih dalam penguasaan pihak debitur yang beritikad tidak baik dapat menggugat pihak 

kreditur dengan alasan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi hal demikian maka 

untuk mendapatkan benda tersebut pihak kreditur harus memohon kepada pihak 

pengadilan.  

2.1.8. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan FIDUSIA 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembebanan Akta Jaminan 

Fidusia.  
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1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, kuasa atau wakilnya 

dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan: 

a. Salinan Akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia. 

b. Surat Kuasa atau Surat Pendelegasian wewenang untuk  melakukan       

Pendaftaran Jaminan Fidusia 

c. Bukti pembayaran biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia. (Pasal 2 ayat 

(4)). 

2. Pejabat yang menerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia, dalam hal tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan 

berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi (Pasal 2 ayat (4)). 

3. Dalam hal kelengkapan dipenuhi, maka Pejabat mencatat Jaminan Fidusia 

dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan Permohonan Pendaftaran. Dan penerbitan serta penyerahan 

Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Pemohon dilakukan pada tanggal yang 

sama dengan tanggal pencatatan Permohonan Pendaftaran. (Pasal 4). 

4. Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia 

yang telah diterima pemohon, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah menerima Sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan 

kepada Kantor untuk diterbitkan Sertifikat perbaikan yang memuat tanggal 

yang sama dengan tanggal Sertifikat semula. (Pasal 5 ayat 1 & 2). 

5. Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka 

Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan 

pendaftaran perubahan kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia 

dan pernyataan perubahan. (Pasal 7). 

6. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, karena hal-hal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 
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Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib 

memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia 

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan dokumen-dokumen 

pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia. (Pasal 8) . 

7. Dengan diterimanya surat pemberitahuan, Kantor pada saat yang sama 

mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan 

kemudian Kantor Pendaftaran menerbitkan surat keterangan yang 

menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku 

lagi dan mencoret Sertifikat yang bersangkutan. (Pasal 9). 

8. Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang, Penerima Fidusia, 

kuasa atau wakilnya mengajukan Permohonan Sertifikat pengganti kepada 

Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran 

Fidusia dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan. Sertifikat 

pengganti diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal 

Sertifikat yang rusak atau hilang dan penyerahannya dilakukan pada 

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Sertifikat 

pengganti. (Pasal 10). 

9. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 september 2000 

dapat didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 

Kantor dibentuk. (Pasal 12 ayat 1). 

10. Bagi Akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal   30 september 

2000, berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya. (Pasal 12 ayat 4). 

2. EDARAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  

Nomor: C.HT.01.10-22 Tentang Strandardisasi Prosedur Pendaftaran 

Fidusia. 

Surat Edaran ini merupakan implementasi Undang-undang Nomor 42  Tahun 

1999 Tentang  Jaminan Fidusia, sebagai pelaksanaan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia 

dan yang harus dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah 
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Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia, 

yang isinya wajib memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut : 

1. Salinan akta Jaminan Fidusia, dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal akta 

Jaminan Fidusia dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia. 

2. Tidak dipersyaratkan harus melampirkan bukti hak atas benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia, seperti : invoice, kwitansi pembelian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sebagainya. Dalam hal bukti hak tidak ada 

dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Pemberi Fidusia yang menyatakan 

bahwa benar benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah miliknya dan 

Surat Pernyataan  tersebut harus di lampirkan, apabila Penerima Fidusia 

(Kreditur) sepakat dan dituangkan dalam akta Jaminan Fidusia. 

3. Khusus tentang pengecekan data atas benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak 

kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena obyek jaminan fidusia bersifat 

kebendaan/agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga termijn 

proyek, sewa, kontrak, pinjam-pakai, serta hak perorangan lainnya bukan 

merupakan pengerian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS 

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 

suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.48 

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahanan, 

kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik 

makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam  

berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun 

                                                 
 48 Ord Staatblad 1860 nomor 3, Juli 1860  

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  44   
 

  Universitas Indonesia  

global. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting 

dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang 

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus 

diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak 

dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang 

merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi 

penyelesaian perkara secara murah dan cepat.49 

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah 

suatu profesi mulia (nobile officium). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan 

profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh 

Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang. 

Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau 

terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.50 

Demi pelayanan, tugas dan tanggung jawab bagi para anggota masyarakat yang 

membutuhkan jasa Notaris, dan mengingat fungsi dan bidang pekerjaan yang begitu luas, 

maka wajarlah apabila Notaris dituntut untuk memahami berbagai peraturan hukum yang 

berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya. 

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga 

sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang 

pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa dipercaya. Segala sesuatu 

yang ditulis serta diterapkannya adalah benar, dan dia adalah pembuat dokumen paling 

kuat dalam suatu proses hukum.51 

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa Notaris 

dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingan 

kedua pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta termasuk proses, 

dimulai  dari pembuatan sampai mengenai isi akta yang dibuatnya. Notaris mempunyai 

harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menyimpan rahasia, menuangkan 

kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga 
                                                 
 
 49 Welin kusuma, “profesi notaris” (online) http://welinkusuma.blogspot.com/2008/05/profesi-
notaris.html, 20 februari 2011..   
 50 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009),  hlm. 7.  
 51 Tan Thong Kie, Studi Notaris, Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Intermasa, 1994),     hlm. 219. 
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dapat mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) diantara pihak-pihak, perselisihan 

mana yang dapat mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta Notaris. Tujuan 

penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.52 

Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ia perlu 

mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

Pemahaman Notaris terhadap aspek profesi, aspek etis, dan aspek yuridis akan 

menjadikan Notaris sebagai profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum 

dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat. Pada aspek 

yuridis, Notaris perlu memahami bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum 

privat. Sementara pada aspek etis ia harus memahami tentang nilai-nilai etik yang 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berikut 

peraturan-peraturan pelaksananya.53 

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat 

dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan 

notaris dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam 

Peraturan Jabatan Notaris dan sekarang dalam Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode 

Etik Notaris.54 Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris merupakan sebagai penyadaran, 

bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan 

mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Pemberian sanksi terhadap Notaris juga 

untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.55 

2.2.1. Sejarah Notaris Di Indonesia. 

Pada abad ke 13, terbitlah buku Les Notaris oleh Papon. Pada oktober 1791, 

pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 

macam notaris. Pada tanggal 16 Maret 1803 diganti dengan Ventosewet yang 

                                                 
 
 52Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, (Jakarta: Ganesa Indonesia, 1985), hlm. 
26.  
 53 Ibid., hlm. V-VI. 
 54Habib Adjie (a), Hukum Notaris Indonesia, (Bandung:  Refika Aditama, 2008), hlm. 25. 
 
 55Habib Adjie (b), Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 
(Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 90.  
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memperkenalkan perlembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih 

baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial 

Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi 

Ventosewet dari Perancis dan menamainya Notarisewet. Dan sesuai dengan asas 

konkordansi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia belanda/ Indonesia.56 

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang 

lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-

17 dengan beradanya Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia. Jan 

Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara tahun 1617-

1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu 

mengangkat seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicum.57 

Maka pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah Notaris pertama di Indonesia 

yang bernama Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen (Urusan 

Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di 

Jakarta. Tugas Melchior kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu 

melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat dibawah tangan 

(codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat 

wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari 

kotapraja.58 Selanjutnya diangkat beberapa Notaris lainnya yang kebanyakan adalah 

keturunan Belanda atau timur asing. 

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris College van 

Schenpenen, yaitu dengan dikeluarkan Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 juli 

1625. Instruksi ini hamya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa 

                                                 
 
 56 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hal. 5. 
 57 Habib Adjie (a ), loc.cit., hal. 4. 
 
 58 Ibid.  
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Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh 

menyerahkan salinan akta-akta kepaada orang-orang yang tidak berkepentingan.59  

Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen 

Residerende Indie. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan 

wewenang dari seorang Notaris dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat 

akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan 

dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau 

minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah 

dan benar.60 

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat 

peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlans Indie untuk 

disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di 

Belanda. Sebagai pengganti Instructie voor de Notarissen Residerende Indie, kemudian 

tanggal 1 juli 1860 ditetapkan Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie 

(Stabl. 1860:3).61 

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia 

tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 

belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dengan dasar Pasal II 

Aturan Peralihan tersebut maka Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie 

(Stabl. 1860:3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris 

dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1948 

Nomor 60, tanggal 30 oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan 

Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.62 

                                                 
 59 Ibid.   
 60 Ibid.  
 61 Ibid. 
  
 62 Ibid. hal. 5. 
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Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den 

Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi 

penyerahan kedaulatan  dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat 

untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Irian barat - Papua sekarang). Adanya 

penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris 

berkewarganegaraan belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya. 

Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan 

tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan 

mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima 

protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.63 

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notarisop dan Wakil Notaris 

Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal 

notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan 

menjalankan kewajiban-kewajiban Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban 

seperti tersebut dalam Pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 

8 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan 

sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat 

menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan 

Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal ini disebut 

dengan Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

1954), sedangkan yang disebut Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl. 

1860:3). Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus 

menegaskan berlakunya Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl. 

                                                 
 63 Ibid. 
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1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk 

Notaris Indonesia.64 

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang  

Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut 

dan menyatakan tidak berlaku lagi : 

1. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op Het Notaris Ambl in 

Nederlands Indie (Stabl. 1860:3)) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran 

Negara 1954 Nomor 101. 

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris 

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris 

Sementara. 

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris. 

2.2.2 Kode Etik Notaris. 

 Pendelegasian kewenangan Negara dalam bidang hukum perdata yang sangat luas 

kepada notaris tentu rawan penyalahgunaan. Sehingga kewenangan tersebut harus 

dipagari dengan rambu-rambu, yang bisa menjaga kewenangan tersebut dilakukan secara 

proporsional dan tidak menyimpang. Sebagaimana dikatakan Lord Action “power tends 

to corrupt, absolutely power corrupt absolutely”, maka setiap kewenangan haruslah 

dibatasi dengan undang-undang atau ketentuan peraturan lain yang sifatnya mengikat, 

bisa dipaksakan dan memiliki sanksi. 

 Pemikiran inilah kemudian yang melahirkan wacana tentang perlu diadakannya 

kode etik bagi profesi notaris. Kode etik ini menjadi pedoman etis bagi notaris dalam 

menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris (sebagaimana kode etik yang berlaku dalam 

profesi lain) merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi 

tersebut, yang menjadi landasan moral dan pedoman prilaku bagi profesi tersebut dalam 

                                                 
  
 64 Ibid.  
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menjalankan profesinya. Kode etik notaris mengandung nilai-nilai moral dan etis yang 

harus dipunyai seorang notaris. 

 Pengertian Etika berasal dari kata etos yang berarti kesusilaan. Kesusilaan berasal 

dari suara batin manusia yang memberi pengaruh keluar. Etika adalah filsafat moral yang 

berasal darikata mores yaitu adat istiadat. Adat istiadat ini berada di luar manusia serta 

member pengaruh ke dalam. 

 Secara umum arti etika adalah prinsip-prinsip tentang sikap hidup dan perilaku 

manusia dan masyarakat. Sedangkan kode etik adalah peraturan-peraturan mengenai etika 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian kode etik notaris adalah 

tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat 

umum yang diangkat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkannnya. 

 Untuk melaksanakan kode etik tersebut notaris berhadapan dengan berbagai 

macam tantangan baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar dirinya. Atas dasar 

prinsip tentang sikap hidup maka dengan dibentuknya kode etik notaris maka diharapkan 

para notaris dalam menjalankan kewajibannya menggunakan dan mendengarkan hati 

nuraninya sehingga akan dapat dicapai suatu hasil yang baik bagi semua pihak. 

 Kode etik notaris yang berlaku di Indonesia ditetapkan dan ditegakkan oleh 

organisasi profesi notaris dalam hal ini yaitu Ikatan Notais Indonesia (INI), hasil Kongres 

INI XVIII Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris tersebut yang 

dimaksud dengan Kode Etik Notaris adalah: 

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan 

kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang 

menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat 

Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.” 
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 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik 

Notaris berlaku bagi seluruh anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas 

jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris 

Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan 

sebagai Notaris maupun dalam meenjalankan kehidupan sehari-hari. 

 Secara garis besar rincian kode etik Notaris meliputi 5 hal : 

1. Etika Kepribadian Notaris 

Etika Kepribadian notaris merupakan etika yang menghatur bagaimana Notaris 

bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang harus 

dimiliki notaris sebagai pribadi. Pribadi yang dimaksud adalah “insan” notaris 

tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat jabatan Notaris tidak hanya sebagai 

profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat umum, maka etika 

kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi secara intristik yang harus 

dimiliki Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai professional. 

Sebagai pejabat umum, maka etika yang harus dimiliki seorang Notaris adalah: 

a. Berjiwa Pancasila 

b. Taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan dan Kode Etik  Notaris. 

c. Berbahasa Indonesia yang baik. 

 

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan 

Etika ini menyangkut sikap prilaku yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat 

umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres 

Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung pada Tahun 2005, 

menghasilkan pengaturan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yaitu: 

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 
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2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. 

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. 

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu 

pegetahuan hukum dan kenotariatan. 

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. 

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat 

yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 

8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-

satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan 

sehari-hari. 

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan 

pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang 

memuat : 

i. Nama lengkap dan gelar yang sah; 

ii. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai 

Notaris; 

iii. Tempat Kedudukan; 

iv. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih 

dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan 

mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut dimungkinkan untuk 

pemasangan papan nama dimaksud. 
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10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan 

setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan. 

11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib. 

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal 

dunia. 

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan 

Perkumpulan. 

14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan 

penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang 

sah. 

15. Mencipatakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas 

jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara 

baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu 

berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. 

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status 

ekonomi dan/atau status sosialnya. 

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban 

untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan 

yang tercantum dalam: 

i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

ii. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris; 

iii. Isi Sumpah Jabatan; 

iv. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. 
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3. Etika Pelayanan Terhadap Klien 

Notaris merupakan pelayan masyarakat di bidang hukum terutama melayani 

masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat ini, sudah 

tentu dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam melayani 

masyarakat pengguna jasa Notaris, beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan 

oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu:65 

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya 

dengan sebaik-baiknya 

b. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta oleh klien 

c. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, 

dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar 

atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang 

bersangkutan 

d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat 

e. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma 

f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang tersebut 

membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu 

g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani 

akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan 

h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien yang bersangkutan 

i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien mambuat akta 

kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain 

                                                 
 
 65 Ibid., hlm. 91.   
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j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani 

kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup 

kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi. 

4. Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris 

Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam 

pelaksanaan Jabatan, dan etika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris I juga berlaku 

kode etik yang mengatur hubungan notaris dengan sesama rekan notaris.Pertambahan 

jumlah Notaris yang jauh lebih cepat dari kebutuhan masyarakat di suatu tempat, 

menyebabkan kompetisi si antara para Notaris untuk mendapatkan klien. Berbagai cara 

dan metode pun dipergunakan oleh Notaris untuk mendapatkan klien. Hal ini tentu tidak 

baik bagi profesi Notaris, persaingan sesama Notaris yang semakin ketat, jika tidak diatur 

dalam koridor kode etik, tentu akan menyebabkan dekadensi dan degradasi nilai dan 

martabat jabatan notaris. 

 Dalam Kode Etik Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2005, 

pengaturan tentang etika hubungan sesama notaris diatur lebih jelas dan rinci, misalnya 

sebagaiman diatur Pasal 3 ayat 15 Kode Etik Notaris yang menyatakan : 

 “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris  wajib 

menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam  melaksanakan tugas 

jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, 

saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin 

komunikasi dan tali silaturahim.” 

 Dengan mewajibkan setiap Notaris untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan 

kebersamaan dengan sesama Notaris, maka diharapkan tidak muncul sikap persaingan 

diantara sesama Notaris, dan sebaliknya tercipta sikap saling menghormati dan saling 

bekerjasama diantara sesama rekan notaris. 

5. Etika Pengawasan  

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan pejabat 

umum yang wewenangnya diatur dengan Undang-undang. Pelaksanaan wewenang dalam 

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  56   
 

  Universitas Indonesia  

pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (abuse of power). 

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1) Pengawasan Internal 

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris 

terhadap notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode 

etik yang berlaku terhadap Notaris. 

2) Pengawasan Eksternal 

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang berlaku terhadap Notaris adalah 

Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada 

Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap Pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini 

diatur dalam UUJN, khususnya dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis 

Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, 

yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang 

dari unsur pemerintah, 3 orang mewakili organisasi notaris, dan 3 orang mewakili 

ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawasan 

dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUJN. Di tingkat 

daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), 

kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di 

tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang 

berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta. 

2.2.3. Wewenang dan Tugas Notaris 

 Wewenang (sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan)  merupakan suatu 

tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan 

demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan 
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perundang-undangan yang mengaturnya.66 Sehingga jika seorang Pejabat melakukan 

suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.67 

 Wewenang utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat Akta Otentik. 

Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris68, dimana 

notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (openbaar ambtenaar), sehingga demikian 

akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta 

otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 186869 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.70 Namun selain kewenangan tersebut, Notaris juga mempunyai kewenangan 

lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN71 yaitu: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus 

b.  Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 
                                                 
 
 66 Habib Adjie, op.cit., hlm. 77 
 67 Ibid, hlm. 78. 
 68 Sekarang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris. 
 69 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di 
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 
yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. 
 70 G. H. S. Lumban Tobing, op.cit., hlm. 48. 
 71Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (1) Notaris berwenang 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan 
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; (2) Notaris berwenang pula : a) 
mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar 
dalam buku khusus; b). membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku  khusus; 
c). membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana 
ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;  d). melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 
dengan surat aslinya; e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f). membuat 
akta yang berkaitan dengan pertanahan; g). membuat akta Risalah lelang; (3) selain kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
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g. Membuat akta risalah lelang 

 Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terdapat batasan mengenai wewenang 

Notaris tersebut yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu:72 

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Seorang 

Notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan kepadanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta 

itu dibuat. 

Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap 

orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan 

membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa 

pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, 

serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun 

dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk 

mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. 

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. 

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di 

dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. 

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di 

daerah kabupaten atau Kota. Pada Pasal 18 ayat (2) UUJN ditentukan bahwa Notaris 

mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat 

kedudukannya. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat 

kedudukannya, karena wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari 

tempat kedudukannya, maka akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar wilayah 

jabatannya dinyatakan tidak sah. 
                                                 
 72  G. H. S. Lumban Tobing, op.cit., hlm. 49. 
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d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, 

artinya Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari 

jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku 

jabatannya (sebelum diambil sumpahnya). 

 Berdasarkan uraian mengenai wewenang seorang Notaris tersebut diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan 

keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan 

hukum yang berlaku. Dimana akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan alat bukti lainnya. 

 

2.2.4. Hubungan Notaris dengan Penghadap  

 Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya 

diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian 

Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka 

dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi 

hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat 

tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan 

yang bersangkutan terlindungi dengan akta terbut.73 Hubungan hukum Notaris dan para 

penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :74 

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk 

pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 

tertentu; 

2. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapabn bahwa Notaris 

mempunyai kemampuan untuk memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis 

dalam bentuk akta otentik; 

                                                 
  
 73 Habib Adjie, loc.cit., hlm. 17. 
 74  Ibid., hlm. 19. 
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3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari 

permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan 

4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan. 

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang 

telah membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan, ditentukan 

pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi 

permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para 

penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 BW, bahwa akta otentik 

terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan 

dengan alasan: (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak 

mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya, atau 

karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai 

suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para 

penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena75 : 

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan. 

2. Tidak mampunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta 

3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya 

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga 

sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya76 : 

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk 

sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 

2. Ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam : 

a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN, 

                                                 
 
 75  Ibid. 
 76  Ibid, hlm. 20. 
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b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan 

untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai 

keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. 

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti 

rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa77: 

1. Adanya diderita kerugian; 

2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat 

hungan kausal; 

3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga 

dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik 

administrative membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang 

dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai 

keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. 

2.3. Kronologis Perkara. 

Masalah ini diawali dengan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah 

Pasar Surya yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Manyor Kertoarjo  V Surabaya (Pihak 

Pertama) dengan PT Arwinto Intan Wijaya, berkedudukan di Jakarta (Pihak kedua)  yang 

dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama tanggal 29 Januari 2003 Nomor 152 dan 

Adendum Perjanjian Kerja sama tanggal 14 Juni 2003 Nomor 84 di buat dihadapan Noor 

Irawati, SH. Notaris di Surabaya serta Adendum II Perjanjian Kerja sama tanggal 4 

Agustus tahun 2004 Nomor 9 dibuat di hadapan Wachid Hasyim, SH. Notaris di 

Surabaya. 

Diantara para pihak-pihak telah terjadi Kerjasama untuk melakukan pembangunan 

kembali Kawasan Pasar Wonokromo Surabaya menjadi bangunan pusat perbelanjaan, 

                                                 
 
 77  Ibid. 
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pertokoan, dan pasar dengan nama Gedung Mall Darmo Trade Center Wonokromo 

Surabaya. Bahwa dalam kerjasama, Pihak Pertama selaku pemilik atau pemegang Hak 

Pengelolaan atas tanah seluas 17.213 m2 (tujuh belas ribu dua ratus tiga belas meter 

persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 24 dengan surat ukur tanggal 

10 (sepuluh) Maret 2003 Nomor 244/Jagir/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya. Sedangkan Pihak Kedua selaku investor yang bersedia atas biayanya 

sendiri membangun Gedung Mall Darmo Trade Center Wonokromo di atas tanah Hak 

Pengelolaan tersebut. 

Gedung yang akan dibangun berupa segala bangunan-bangunan pusat 

perbelanjaan, pertokoan, dan pasar berikut sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang 

termasuk utilitas umumnya. Untuk pembangunan Gedung mall tersebut oleh Walikota 

Surabaya selaku Pemegang Hak Pengelolaan atas tanah seluas 17.213 m2 tersebut 

memberikan izin lokasi dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya tanggal 20 Januari 

2003 Nomor 460.135.61C2NF.IS.2003 dan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya tanggal 13 Agustus 2003 Nomor 188/4061-

91/402.4.6/2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerjasama, PT Arwinto Intan Wijaya diberi hak 

untuk memasarkan, memindahkan, atau mengalihkan dan menerima hasil penjualan atas 

luas efektif komersil gedung kepada pedagang lama maupun pedagang baru atau pembeli, 

selama 27 (dua puluh tujuh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara 

Penyerahan lahan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2003 (dua ribu tiga) untuk dibangun, 

demikian juga untuk melakukan perbuatan hukum, baik mengenai tindakan kepengurusan 

maupun tindakan kepemilikan, diantaranya menjual, mengalihkan, menjaminkan selama 

berlakunya perjanjian ini atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak 

Milik atas Satuan Rumah susun tidak diperlukan persetujuan dari pihak pertama selaku 

pemegang Hak Pengelolaan. 

Menurut Pasal 4 Perjanjian Kerjasama, Status tanah adalah tetap merupakan tanah 

Hak Pengelolaan pihak pertama sesuai Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 24, surat ukur 

tanggal 10 Maret 2003 Nomor 244/Jagir/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya. 
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Persetujuan dan penunjukan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 

hanya terbatas untuk menggunakan tanah Pihak Pertama tersebut untuk mendirikan 

gedung dan hak Pihak Kedua untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) 

untuk jangka waktu maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 

ditandatangani Berita Acara serah terima penggunaan lahan tertanggal 14 Juni 2003 

diatas tanah Hak Pengelolaan  Pihak Pertama tersebut. Setelah masa perjanjian kerjasama 

ini berakhir, hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) berikut seluruh 

pengelolaan gedung kembali dalam kekuasaan Pihak Pertama, meskipun masa 

berlakunya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar atas nama pihak kedua 

tersebut belum berakhir. 

Setelah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diterbitkan dan setelah 

bangunan gedung itu berdiri, pihak kedua harus menyelesaikan proses pemisahan dan 

pemecahan melalui instansi yang berwenang seluruh luas efektif komersial dari bagian 

gedung menjadi Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan 

pertelaan yang telah di syahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Biaya yang timbul untuk pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan 

dan Hak Guna Bangunan (HGB) serta Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun ditanggung dan dibayar oleh pihak kedua sendiri. 

Selanjutnya Akta jaminan Fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran 

jaminan fidusia dalam surat Nomor 196/N.Wh/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 yang 

dibuat oleh Wachid Hasyim, SH Notaris di Surabaya. Berdasarkan permohonan tersebut, 

setelah kantor pendaftaran jaminan fidusia meneliti dokumen yang diserahkan.  

Maka dengan Surat Nomor W7-KP.01.10-2047, pendaftaran fidusia tersebut 

ditolak dengan alasan bahwa bangunan-bangunan tersebut berdiri diatas tanah Hak Guna 

Bangunan dengan sertipikat nomor 373 merupakan milik PT. Arwinto Intan Wijaya 

adalah merupakan objek Hak Tanggungan. Yang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat didaftarkan Fidusia.  

2.3.1 Kecermatan dan Ketelitian Seorang Notaris. 

Profesi Notaris merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Sifat pekerjaan jabatan 

Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, 
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khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum publik memiliki karakteristik 

tersendiri dan dapat menimbulkan resiko tinggi jika kecermatan dan ketelitian tidak 

dijalankankan sebagaimana semestinya, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat 

kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam 

membuat akta otentik yang dijadikan sebagai adanya suatu hak dan kewajiban bagi 

pembuatnya.   

Notaris di dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum, merupakan lembaga 

kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu Undang-undang 

jabatan notaris atau UUJN. Dalam hal ini UUJN telah memuat aturan-aturan yang harus 

dijadikan pedoman bagi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenanguntuk membuat 

akta otentik. 

Keluhuran budi dan moral yang baik dari seorang Notaris adalah suatu 

persyaratan yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa tidak mungkin masyarakat memberikan kepercayaan kepada 

Notaris, apabila sebagai Notaris tidak mempunyai moral yang baik atau tidak dapat 

dipercaya. 

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat 

diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan 

jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum 

yang idak ada cacatnya, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-

hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul 

suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan.78    

Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan 

jabatannya, sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, akan tetapi 

tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari 

martabat dan/atau tugas jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak dapat 

diharapkan akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut 

daripadanya oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.79   

                                                 
78 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek 

Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 162. 
79 Komar Andasasmita, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Cet. Ke 3, (Bandung: 
Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat,1991), hal. 256. 
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Di dalam profesi Notaris yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat, agar 

masyarakat bersedia dan tidak ragu menggunakan jasa dari Notaris berlaku asas 

keseksamaan. Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  

asas keseksamaan ini tercermin dalam pasal 16 ayat 1a yang berbunyi, dalam 

menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban: 

a. Bertindak jujur. 

b. Seksama 

c. Mandiri 

d. tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum 

Dalam kamus seksama mempunyai arti cermat dan teliti sedangkan cermat dalam 

kamus besar bahasa Indonesia juga mengandung arti mengerjakan sesuatu dengan penuh 

minat atau perhatian. Sehingga seorang Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya harus 

dengan cermat yaitu dengan penuh minat dan perhatian sehingga prinsip kehati-hatian 

dapat terlaksana dengan baik. 

Demikian pula tercermin pada pasal 3 ayat 4 kode etik notaris yang berbunyi: 

notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: 

Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan 

peraturan per Undang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. 

Guna menunjang asas keseksamaan tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 5 kode 

etik Notaris, Notaris harus meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak terbatas 

pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan.   

Dalam kasus tersebut diatas karena kurang kecermatan dan ketelitian Notaris yang 

bersangkutan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia kurang meneliti lebih mendalam 

kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanahnya, yang ternyata HGB atas tanah dimana 

bangunan yang dijaminkan itu berdiri adalah juga pemilik dari bangunan tersebut 

sehingga pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah sama, dan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan merupakan objek hak 

tanggungan dan berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia, bukan merupakan objek jaminan fidusia, yang berakibat ditolaknya 

pendaftaran akta tersebut oleh kantor pendaftaran fidusia. 
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Hal ini merupakan bukti bahwa kecermatan dan ketelitian harus diperhatikan oleh 

notaris, karena jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta dapat merugikan para pihak 

yang bersagkutan yang pada akhirnya merugikan masyarakat termasuk notaris itu sendiri.  

2.4. Analisis Kasus 

PT Arwinto Intan Wijaya  memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank 

Mandiri (persero) tbk berkedudukan di Jakarta melalui Commersial Banking Centre 

Surabaya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CCO-SBY/079/PK-

KMK/2004 tanggal 21 Juni 2004. Akta Nomor 33 dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH. 

Notaris di Surabaya.  

Sebagai jaminan, PT Arwinto Intan Wijaya  menyerahkan kepada PT Bank 

Mandiri (persero) tbk berupa seluruh stock atau persediaan kios atau toko di Darmo 

Trade Center Surabaya yang belum terjual yang dirinci dalam daftar area Calculation per 

12 Desember 2003 yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal 21 Juni 2004 

Nomor 34 dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH Notaris di Surabaya yang diperkuat 

dengan pernyataan dari Hubertus Dharma Wiharja Direktur Utama PT Arwinto Intan 

Wijaya  yang menyatakan bahwa “Seluruh stock atau persediaan kios/toko di Darmo 

Trade Center Surabaya yang belum terjual sebagaimana yang diuraikan  dalam daftar 

Area Calculation per 12 Desember 2003, benar milik Perseroan Terbatas PT Arwinto 

Intan Wijaya, berkedudukan di Jakarta, dan tidak dijamin dengan Hak Tanggungan”. 

Pemberian jaminan berupa seluruh stock atau persediaan kios atau toko yang 

belum terjual tersebut terpisah dari tanah dimana kios dan toko tersebut berdiri (hanya 

kios atau toko saja), yang ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian 

Kerja sama PT. Arwinto Intan Wijaya berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan 

atas tanahnya, dan telah terealisir berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan 

Kota Surabaya tanggal 7 November 2003 Nomor 487-550.2-35.1-2003 atas tanah Hak 

Pengelolaan seluas 17.213 m2 telah diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 

tahun kepada PT Arwinto Intan Wijaya, berkedudukan di Jakarta serta telah didaftar pada 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan 

(HGB) Nomor 373 kelurahan Jagir, tanggal 18 November 2003 seluas 17.213 m2 atas 

nama PT Arwinto Intan Wijaya, berkedudukan di Jakarta yang haknya akan berakhir 

tanggal 13 Juni 2033. Dengan demikian pemilik kios/toko dan pemegang hak atas tanah 
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dimana kios/toko tersebut berdiri berada pada pihak yang sama, yaitu PT. Arwinto Intan 

Wijaya.  

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal, Surabaya, 21 Juni 2004, Bambang 

Setyo Budi Manager Commersial Banking Surabaya PT Bank Mandiri (persero) tbk 

memberi kuasa kepada Wachid Hasyim SH, Notaris/PPAT beralamat di komplek Adhika 

Plaza blok B4 Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya untuk mendaftarkan Akta Jaminan 

Fidusia Nomor 34 dan 35 tanggal 21 Juni 2004 atas nama PT Arwinto Intan Wijaya 

berkedudukan di Jakarta, dibuat di hadapan Wachid Hasyim SH, Notaris di Surabaya 

pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia - Penulis)  Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta. 

Berdasarkan Surat Kuasa Tersebut Wachid Hasyim SH, dengan suratnya tanggal 

20 Agustus 2004 Nomor 196/N.WH/VIII/24 di tujukan kepada Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, di Jakarta, dengan 

Permohonan agar Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 21 Juni 2004 dapat di daftar. 

Selengkapnya isi surat tersebut adalah sebagai berikut: “Bersama ini saya, Wachid 

Hasyim SH Notaris di Surabaya, bertindak sebagai Kuasa dari dan karena itu mewakili 

PT Bank Mandiri (persero) tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui 

Commersial Banking Centre Surabaya, selaku Penerima Fidusia perkenankan 

mengajukan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia guna memenuhi Ketentuan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bersama ini pula kami 

sertakan atau lampirkan: 

1. Akta Jaminan Fidusia tanggal 21 Juni 2004, Nomor 34, dibuat dihadapan saya, 

Notaris. 

2. Surat Kuasa dari PT Bank Mandiri (persero) tbk Commersial Banking Centre 

Surabaya. 

3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku. 

4. Foto Copy bukti hak. 

5. Foto Copy KTP. 
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Demikian, permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini kami sampaikan dan atas 

segala perhatiannnya, kami mengucapkan terima kasih dan semoga segera terselesaikan”. 

Dengan adanya Permohonan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 

21 Juni 2004 dari Notaris Wachid Hasyim, SH tersebut Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, setelah mengadakan 

penelitian atas dokumen-dokumen yang diserahkan, menyatakan dalam suratnya tanggal 

21 Desember 2004 Nomor W7-KP.01.10-2047, ditandatangani oleh Ajarotni Nasution, 

SH.,MH, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah DKI Jakarta Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris Wachid Hasyim 

SH, bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 21 Junir 2004 tidak dapat 

didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia, dengan alasan bahwa : 

1. Objek Jaminan Fidusia berupa stock/persediaan kios atau toko yang belum terjual di 

Darmo Trade Center Surabaya yang terletak di atas tanah Hak Guna Bangunan 

(HGB) dengan Sertipikat Nomor 373 adalah milik PT Arwinto Intan Wijaya Jakarta. 

Jadi disamping sebagai pemilik atas bangunan, PT Arwinto Intan Wijaya juga sebagai 

pemilik atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang bersertipikat Nomor 373. 

2. Mengingat PT Arwinto Intan Wijaya Jakarta adalah pemilik bangunan sekaligus juga 

sebagai pemegang Sertipikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) tempat berdirinya 

bangunan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, 

benda yang dijaminkan adalah merupakan objek Hak Tanggungan dan berdasarkan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak dapat 

didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia. 

 

Untuk mengetahui klasifikasi bangunan yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia 

maka penulis akan melakukan penelusuran perkembangan Objek Jaminan Fidusia 

berdasarkan bahan hukum sebagai berikut:  

Dalam praktek perbankan di Indonesia, ternyata baik bank pemerintah maupun 

bank swasta telah biasa melakukan pembebanan dengan jaminan fidusia atas rumah atau 

bangunan lainnya di atas tanah Hak Sewa. Hal ini didasarkan pada antara lain Surat 

Edaran Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Agustus 1972 Nomor SE:S-53-06/5/1972 
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tentang Fidusia Bangunan Di atas Tanah Hak Sewa. Dalam surat edaran tersebut antara 

lain disebutkan bahwa “yang menjadi dalil utama bagi pengertian hukum benda tidak 

bergerak menurut sifatnya adalah tanah beserta segala sesuatu yang oleh perbuatan alam 

tergabung secara erat dengan tanah tersebut dan segala sesuatu yang oleh perbuatan orang 

dengan maksud dan tujuan pemakaiannya digabung menjadi satu dengan tanah tersebut”. 

Maksud dan tujuan pemakaian menjadikan satu dengan tanah oleh si pemilik 

dapat dikonstruksikan secara yuridis menurut yang dikehendakinya misalnya: 

1. Bila seorang mempunyai hak milik atas sebidang tanah dan membangun rumah di 

atasnya sebagai benda tambahan, maka tanah dan rumah itu merupakan kesatuan 

hukum ialah, satu objek hukum dan kesatuan hak yaitu hak milik atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. 

2. Bila seorang menyewakan tanahnya untuk misalnya 20 tahun dan penyewa tanah itu 

mendirikan rumah di atasnya, maka rumah itu adalah milik si penyewa dan bukan 

milik yang menyewakan tanah, sehingga maksud dan tujuan pemakaiannya si 

penyewa itu secara yuridis bukan maksud dan tujuan si pemilik tanah. Rumah dan 

tanah tidak merupakan kesatuan hukum dan kesatuan hak, melainkan masing-masing 

merupakan objek hukum sendiri-sendiri. Rumah si penyewa tanah tidak temasuk 

Hukum Tanah dan hubungan hukum antara penyewa dan tanahnya hanyalah melalui 

pemilik tanah ialah hanya hubungan perorangan yaitu perikatan sewa menyewa, 

sehingga rumah dan tanah tidak merupakan kesatuan hukum dan kesatuan hak. 

Dengan demikian, maka rumah tersebut tidak dapat digolongkan sebagai benda tidak 

bergerak, sungguhpun rumah itu tidak dapat bergerak-gerak dan beralih tempat. 

Rumah itu tidak dapat didaftarkan dalam Buku Tanah, tidak mempunyai Surat Ukur 

dan tidak dapat dibuatkan Sertifkat hak rumah. Yang didaftarkan dalam Buku Tanah, 

mendapat Surat Ukur dan sertifikat hak, adalah hanya hak atas tanah, baik hak 

pokoknya ialah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak 

Tanggungannya. Dengan demikian, maka rumah tersebut sebagai objek hukum 

tersendiri, tidak mungkin dijaminkan oleh pemiliknya secara Hak Tanggungan. Satu-

satunya jaminan yang mungkin dipasang adalah fidusia atau rumah plus cessie hak 

menyewa tanahnya dari debitur penyewa tanah kepada kepada Bank yang disetujui 

oleh pemilik tanah yang menyewakan tanahnya. 
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3. Bila si pemilik tanah itu memberikan Hak Guna Bangunan sebagai hak kebendaan 

pada orang lain, dan orang yang kedua itu mendirikan rumah di atasnya, maka timbul 

dua hak tanah atas satu bidang tanah ialah (1), hak milik atas tanah dan (2), Hak Guna 

Bangunan atas tanah yang sama termasuk rumahnya sebagai benda tambahan bagi 

Hak Guna Bangunan itu. Kedua-duanya hak dapat didaftar dalam Buku Tanah, 

mempunyai Surat Ukur dan Sertifikat hak sendiri-sendiri, ialah Sertifikat Hak Milik 

dan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Kedua hak atas tanah itu dulu menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata,  termasuk golongan benda tidak bergerak sehingga 

jaminan atas keduanya dibebani hypotheek atau credietverband. Jaminan dapat diikat 

bagi yang Hak Milik hanya atas tanahnya saja, sedangkan bagi yang Hak Guna 

Bangunan atas Hak Milik  adalah beserta rumahnya. Dengan sendirinya maka atas 

Hak Milik tanah yang kosong, bahkan sudah diberikan Hak Guna Bangunannya 

kepada orang lain itu tidak begitu menarik bagi bank, kecuali bila waktu berlakunya 

Hak Guna Bangunan sudah hampir selesai. Lebih menarik adalah hypotheek atau 

credietverband atas tanah Hak Guna Bangunan ditambah rumah di atasnya yang 

merupakan kesatuan hak dengan Hak Guna Bangunan, bila sisa waktu berlakunya 

Hak Guna Bangunan itu masih agak lama melebihi jangka waktu kreditnya. 

Dengan demikian rumah di atas tanah Hak Sewa dapat dijadikan Jaminan Fidusia. 

Selain itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor DI.B3/37/3/1973 juga 

dinyatakan bahwa terhadap hak-hak atas tanah dapat diadakan jaminan fidusia, maka 

selayaknya terhadap bangunan di atas tanah Hak Pakai dan Hak Sewa juga dapat 

dibebani fidusia. 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1500 K/Sip/1978, tanggal 

2 Februari 1980 dalam sengketa antara Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan 

sebagai Kantor Pusat, juga membawahi Kantor Cabang Kramat dan Cabang Jakarta Kota, 

Jln. Lada No. 1 Jakarta, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat 1 pembanding melawan 

Fa Megaria diwakili oleh Direkturnya, berkedudukan di Glodok Baru Lantai II No. 1-B 

Jakarta, dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Kuasanya: Gani Djemat & 

Associates, Jln. Imam Bonjol No. 76-No 78 Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu 

penggugat terbanding. Dalam kasus ini Fa Megaria memperoleh fasilitas kredit dari Bank 

Negara Indonesia 1946 dan atas fasilitas kredit tersebut diberikan sebagai jaminan berupa 
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sebidang tanah beserta bangunan di atas tanahnya, sebuah rumah dan sejumlah 

kendaraan. Tanah beserta bangunan di atasnya dilakukan dengan penyerahan Hipotek, 

sedang sebuah rumah dan sejumlah kendaraan dilakukan dengan penyerahan Fidusia. 

Putusan Mahkamah Agung ini:80    

Dengan isi pertimbangan hukum dalam perkara ini diperoleh suatu perkembangan 

hukum bahwa lembaga fidusia tidak terbatas pada barang bergerak saja. 

a. Bahwa Hukum Adat mengenal asas pemisahan horisontal sehingga  seseorang 

dapat mempunyai hak milik atas bangunan rumah terlepas dari hak atas tanahnya. 

b. Bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia dapat dilakukan terhadap bangunan 

rumah di atas Tanah Negara, atau tanah dengan Hak Sewa atau Hak Pakai atau 

Hak Pengelolaan. 

c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ditentukan bahwa 

Rumah Susun dapat dijadikan jaminan fidusia, bilamana tanahnya adalah tanah 

Hak Pakai atas tanah Negara81.  

Pokok isi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Bahwa hubungan hukum antara Fa Megaria dengan Bank BNI diterangkan dalam 

persetujuan membuka kredit (PMK) yang di dalamnya mengandung suatu 

perjanjian tentang: Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan; 

b. Bahwa dalam kenyataan, barang jaminan tersebut tetap berada dalam tangan 

debitur, akan tetapi hak milik atas barang tersebut diserahakan kepada kreditur, 

dalam hal ini kreditur hanya sebagai: bezitloos eigenaar, sehingga kreditur tidak 

boleh memiliki barang jaminan tersebut; 

c. Bahwa dengan tidak dibayarnya kredit tersebut, sesuai ketentuan Persetujuan 

Membuka Kredit, maka kreditur dapat melakukan penjualan umum atas objek 

jaminan fidusia; 

                                                 
80Ratu Rusmiati, Aspek Yuridis Dari Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (tesis), (Jakarta: Universitas Krisna Dwipayana, 
Program Pasca Sarjana, 2008), hal 63. 

81 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi. 
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d. Bahwa masalah lain dalam perkara ini adalah menyangkut peranan Panitia Urusan 

Piutang Negara yang telah melakukan penagihan atas tagihan kreditur; tidakan 

Panitia Urusan Piutang Negara membuat Surat Pernyataan Bersama adalah sah 

menurut hukum karena hal itu dibuat berdasarkan adanya Persetujuan Membuka 

Kredit yang berlaku antara kreditur dan debitur. Panitia Urusan Piutang Negara 

telah berperan untuk mempercepat proses dan prosedur penagihan piutangnya. 

Dalam kasus ini, lembaga fidusia dalam hubungan pinjam meminjam masih tetap 

dibenarkan oleh yurisprudensi karena lembaga gadai (pand) dirasa kurang memenuhi 

kebutuhan dalam praktek perdagangan. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

menyatakan bahwa: 

“Untuk menggalakan usaha pembangunan dan memudahkan pihak-pihak yang 

ingin memiliki satuan rumah susun, Undang-undang Rumah Susun mengatur 

kemungkinan untuk memperoleh kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah dengan 

menggunakan lembaga hipotik atau fidusia. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur 

kemungkinan dijadikannya Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

sebagai jaminan kredit dengan dibebani hipotik atau fidusia, dimana tata cara 

pembebanannya, pemberian surat tanda buktinya, royanya dan kemungkinan eksekusinya 

tanpa melalui pelelangan umum”. 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

menyatakan bahwa Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda 

lainnya yang merupakan atau kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan 

hutang dengan dibebani hipotik jika tanahnya tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan 

dan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah Hak Pakai atas Tanah Negara. Sedangkan ayat 

(2) menyatakan bahwa Hipotik atau Fidusia dapat juga dibebankan atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta Rumah Susun yang akan dibangun sebagai 

jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan 

pembangunan Rumah Susun yang telah direncanakan di atas tanah yang bersangkutan 

dan yang pemberian kreditnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan 

pembangunan Rumah Susun tersebut.     
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Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun menyatakan bahwa “Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat 3 dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan 

jika tanahnya Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, atau fidusia jika tanahnya Hak Pakai 

atas Tanah Negara”. 

Undang-Undang Hak Tanggungan juga tidak bermaksud mengubah ketentuan 

dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman. Untuk pembebanan atas rumah (tanpa dikaitkan dengan hak atas tanah) tetap 

dapat dilakukan dengan cara fidusia (ayat (2) huruf a), sedangkan pembebanan rumah 

beserta tanah yang haknya (hak atas tanahnya) dimiliki oleh pihak yang sama (ayat (2) 

huruf b), dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan dibebani dengan Hak 

Tanggungan. 

Seperti kita ketahui, Hak Tanggungan objeknya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur mengenai jaminan atas 

tanah-tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukan untuk 

dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak 

atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan.  

Ketentuan ini bekaitan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan 

Tanah, yang berbunyi: 

1. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

    a). Hak milik. 

    b). Hak Guna Usaha. 

    c). Hak Guna Bangunan. 

2. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai Atas 

Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan sifatnya dapat 

dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. 

3. Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan  lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

4. Hak Tanggungan dapat juga dibebani pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, 

dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan 
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tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang 

pembebanannya dengan tegas dinyatakan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. 

5.  Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas 

benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada 

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang 

diberi kuasa untuk itu olehnya dengan Akta Otentik. 

Dari penjelasan Pasal 4 dapat disimpulkan bahwa objek Hak Tanggungan adalah 

tanah, namun dapat juga berikut bangunan, dengan syarat bangunan tersebut melekat 

pada tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan dan pemilik bangunan adalah sama 

dengan pemilik tanah dan apabila pemilik bangunan adalah berbeda, maka pemilik 

bangunan harus turut serta bersama dengan pemegang hak atas tanah sebagai pemberi 

Hak Tanggungan. Hal ini mungkin dalam praktek akan sulit dilakukan karena pemilik 

bangunan belum tentu akan menyetujui untuk ikut serta dalam pembebanan jaminan, 

kecuali apabila ia juga membutuhkan dana pada saat yang sama demikian pula 

sebaliknya. 

Maria S.W Sumardjono, dalam makalahnya yang berjudul “Prinsip Dasar Dan 

Beberapa Isu Di Seputar Undang-undang Hak Tanggungan” menyatakan bahwa:82 

“Sesuai dengan asas pemisahan horisontal yang dianut oleh Hukum Tanah Nasional, 

maka Hak Tanggungan dibebankan pada hak atas tanah. Benda benda (bangunan, 

tanaman, hasil karya berupa patung, relief, candi) yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah yang bersangkutan secara hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang 

bersangkutan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, 

sebagaimana tampak dalam praktek sehari-hari, penerapan asas pemisahan horisontal 

mengalami perkembangan. Dengan demikian, maka pembebanan Hak Tanggungan atas 

tanah dapat pula meliputi benda-benda yang secara tetap merupakan satu kesatuan 

dengan tanah tersebut, baik yang berada di atas maupun yang berada di bawah 

permukaan tanah yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan syarat bahwa 

                                                 
82 Arie Sukanti Hutagalung, “Kumpulan Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak 

Tanggungan dan Jaminan Fidusia”, (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003-
2004), hlm 401-402. 
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keikutsertaannya dibebani Hak Tanggungan harus dinyatakan secara tegas dalam Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan. Apabila benda-benda tersebut dimiliki oleh pihak lain, 

keikutsertaannya sebagai jaminan dapat dilakukan sepanjang pihak lain tersebut 

memberikan persetujuan dan bersedia untuk bersama-sama dengan pemegang hak atas 

tanah menjadi pihak pemberi Hak Tanggungan. 

Undang-Undang Hak Tanggungan ini berlaku juga terhadap pembebanan hak 

jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, termasuk yang 

didirikan di atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa 

dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka satu-satunya lembaga jaminan 

atas tanah yang berlaku adalah Hak Tanggungan yang diatur didalam undang-undang ini. 

Hal ini berarti bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 

13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS) berkenaan 

dengan penjaminan Rumah Susun beserta tanah tempat bangunan itu berdiri dan Hak 

Milik atas Satuan Rumah Susun; baik yang berdiri di atas Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara sekarang tunduk pada pengaturan Undang-

Undang Hak Tanggungan. Hal ini penting dipahami karena semula menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, apabila Satuan Rumah Susun dan 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun berdiri di atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara, 

maka dibebani dengan Fidusia akan tetapi dengan adanya unifikasi Hak Tanggungan, 

maka dengan ditunjuknya Hak Pakai atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan, 

maka penjaminan dengan fidusia tersebut tidak berlaku lagi terhadapnya. Penjaminan 

dengan fidusia, sesuai dengan Undang-Undang Rumah Susun menurut pengalaman 

belum pernah terjadi dan penunjukan Hak Pakai atas Tanah Negara sebagai objek Hak 

Tanggungan justru memperkuat kedudukannya. 

Dengan demikian jelaslah, bahwa untuk jaminan terhadap hak atas tanah, berikut 

atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanahnya, 

berlakulah Hak Tanggungan sedangkan Fidusia dapat diberlakukan untuk penjaminan 

bukan tanah. 

Berdasarkan asas pemisahan horisontal  tersebut maka bangunan dan tanaman 

terpisah atau terlepas dari hak atas tanah, sehingga apabila asas pemisahan horisontal itu 

diterapkan secara konsisten, maka bangunan atau tanaman itu dapat dibebani jaminan 

Ketidak cermatan..., Bayu Rushadian Hutama, FH UI, 2012.



  76   
 

  Universitas Indonesia  

kebendaan secara terpisah dari tanah dimana bangunan atau tanaman tersebut berdiri. 

Dengan demikian tanah dan bangunan ataupun tamanan dapat dijaminkan secara 

tersendiri. 

Penetapan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, pada tahun 1985 

mengalami perubahan lagi yaitu sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang menyimpulkan bahwa fidusia dapat 

dibebankan atas benda tidak bergerak. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Rumah 

Susun, “Fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan 

kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur”. Dalam 

penjelasannya dinyatakan bahwa “Fidusia pada hakekatnya adalah penyerahan hak milik 

dengan perjanjian hanya untuk menjamin atas pembayaran kembali uang pinjaman”. 

Berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, tidak dengan jelas disebutkan 

penyerahan hak atas benda macam apa dan penyerahan hak milik benda yang bagaimana. 

Sehingga dapat disimpulkan benda yang dijaminkan dengan fidusia dapat benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak. Dasar hukum yang lebih jelas lagi adalah Pasal 12 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang menyatakan bahwa 

“Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan: 

1. Dibebani hipotik, jika tanahnya tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. 

2. Dibebani fidusia, jika tanahnya Hak Pakai atas tanah Negara”  

Objek benda tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan fidusia diperkuat lagi 

melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemungkiman. 

Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Perumahan dan Pemungkiman menyatakan dalam 

ayat-ayat sebagai berikut: 

      (1)  Pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan hutang. 

   (2) Pembebanan fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh  

notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Penjelasan atas Pasal 15 ayat (1) menyatakan: 

(a) Pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, dengan persetujuan tertulis 

pemilik hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan utang yang dengan dibebani 

fidusia. 
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(b) Pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, rumahnya dapat dijadikan 

jaminan utang dengan dibebani fidusia. 

(c) Pemilikan rumah oleh pemilik hak atas tanah, rumah beserta tanahnya dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotik. 

Dengan demikian menurut Undang-undang Perumahan dan Pemukiman, benda 

tidak bergerak (rumah) secara yuridis dapat dijadikan objek jaminan fidusia  dengan 

syarat pemilik rumah bukanlah pemilik hak atas tanah tetapi disetujui secara tertulis oleh 

pemilik hak atas tanah atau pemilik rumah adalah juga pemilik hak atas tanah. 

Namun pada tahun 1996 melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka 

fidusia sebagai lembaga hak jaminan yang menurut Undang-undang Rumah Susun 

objeknya dapat berupa Hak Pakai atas tanah Negara, khusus untuk Hak Pakai tersebut 

menjadi tidak berfungsi lagi karena disamping hak hak atas tanah tidak bisa lagi 

dijadikan jaminan fidusia juga karena Hak Pakai atas tanah Negara itu sudah dapat 

dijadikan jaminan Hak Tanggungan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 

C-HT-01.10-09 tanggal 22 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada Notaris Mahmud Said, 

SH Jl. Anggrek Garuda Raya Nomor 30, Kemanggisan, Jakarta Barat 11480, dalam butir 

1 memberi penjelasan bahwa “Bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat 

dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia”, sedang pada butir 3 

menjelaskan bahwa ”bangunan yang di dirikan di atas tanah hak milik orang lain yang 

tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia dengan 

syarat: 

1. Ada bukti kepemilikan bangunan yang terpisah dengan kepemilikan  tanah. 

2.  Ada izin dari pemilik tanah”. 

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya 

Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah, maka fidusia hanya dapat dijaminkan atas benda-benda bergerak dan 
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benda-benda bukan tanah seperti rumah berdasarkan Undang-undang Perumahan dan 

Pemukiman sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak Tanggungan. Selain itu jika disimak, 

dulu Hak Pakai atas tanah Negara tidak dapat dijadikan jaminan hipotek oleh karena pada 

saat itu belum ada ketentuan yang mewajibkan Hak Pakai harus didaftar sehingga tidak 

memenuhi asas publisitas, juga belum ada peraturan yang menetapkan bahwa Hak Pakai 

yang memiliki sifat tertentu atau khusus yang dapat dipindah tangankan. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Undang-undang ini tidak berlaku 

terhadap: 

a). Hak Tanggungan yang bekaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tesebut 

wajib didaftarkan. 

b). Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m3 

atau lebih. 

c). Hipotek atas pesawat terbang.  

d). Gadai 

Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa bangunan di atas tanah milik orang lain yang 

tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek fidusia. 

Berdasarkan pertimbangan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam menolak 

pendaftaran akta jaminan fidusia, maka penulis akan menganalisa putusan penolakan 

tersebut Khususnya mengenai: 

 

2.4.1 Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal terjadi Pelanggaran Terhadap Pasal 16 

Ayat 1 (a). 

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 (a) secara profesional notaris 

yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. 

Bermacam-macam bentuk tanggung jawab dari seorang notaris dalam melaksanakan 

tugas dan jabatannya ternasuk tanggung jawab secara moral.  
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UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mencantumkan sanksi 

mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya. Sanksi tersebut terdiri 

dari: 

1. Sanksi Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 84, apabila pelanggaran  

yang berakibat surat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan 

bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti 

rugi, dan bunga kepada Notaris. 

2. Sanksi yang diberikan oleh Majelis pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam 

pasal 85, adalah sanksi-sanksi berupa: 

a. teguran lisan. 

b. teguran tertulis. 

c. pemberhentian sementara. 

d. pemberhentian dengan hormat. 

e. pemberhentian dengan tidak hormat. 

 

Sedangkan kode etik notaris pasal 6 menetapkan sanksi yang di kenakan terhadap 

anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: 

a) Teguran. 

b) Peringatan.  

c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan. 

d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. 

e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan 

 

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Pihak  yang dirugikan akibat ketidak 

cermatan Notaris: 

1. apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak cermatan notaris dalam 

menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-

biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. 

2. Upaya hukum lainnya yaitu melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar 

Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi 
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Proses penjatuhan sanksi: 

A. Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi hukum adalah 

dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. 

B. Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi etika dalam pasal 

9 kode etik adalah sebagai berikut: 

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode 

etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan 

Daerah sendiri maupun karena laporan dari pengurus daerah ataupun pihak 

lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam 

waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera 

mengambil tindakan dengan mengadakan sidang dewan kehormatan daerah 

unruk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. 

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana 

tercantum dalam ayat (1) ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran 

kode etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang 

tersebut Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang 

diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, 

untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. 

3. Dewan kehormatan daerah baru akan menentukan putusannya mengenai 

terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi 

terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan 

pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan 

Kehormatan Daerah. 

4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat 3 dapat dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan Daerah baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, 

sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, 

dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kerja, setelah tanggal 

sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar 

keterangan dan/atau pembelaannya. 
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5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti 

ada pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus menetukan sanksi 

terhadap pelanggarnya. 

6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar 

apapun dalam waktu (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan 

Kehormatan Daerah akan mengulang panggilannya sebanyak 2 kali dengan 

jarak waktu (7) hari kerja, untuk setiap panggilannya. 

7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata 

masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, 

maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan 

pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan 

menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku 

ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9) 

8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan 

(onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan 

Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerahnya. 

9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan 

Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat 

atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus 

Daerah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam 

waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan 

Kehormatan Daerah. 

10. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan 

Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan 

mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan 

Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau 

melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah 

kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat 

kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. 

Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup 

menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.  
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2.4.2 Tindakan Notaris Yang Membuat Akta Jaminan Fidusia Atas Bangunan 

Yang Didirikan Diatas Tanah HGB Dapat Dianggap Melanggar Pasal 16 

ayat 1 (a). 

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus memenuhi segala 

sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka 

berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis akan menganalisa mengenai 

pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris Wachid Hasyim 

dalam kasus diatas sebagai berikut: 

a. Notaris Wachid Hasyim telah melanggar asas saksama yang tercermin dalam 

Pasal 16 Ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yaitu sebagai berikut: 

dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, 

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

dalam perbuatan hukum. 

b. Notaris Wachid Hasyim kurang memperhatikan Kode Etik Notaris dalam 

melaksanakan jabatannya yang tercantum dalam Pasal  3  ayat 5 kode etik 

notaris: 

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 

Wajib meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak terbatas pada ilmu 

pengetahuan hukum dan kenotariatan.” 

Asas Saksama dalam menjalankan tugas jabatannya yang dimaksudkan dalam 

Pasal 16 Ayat 1 (a), adalah antara lain menjalankan jabatannya secara saksama, yang 

berarti secara cermat dan teliti, kurang cermat dan kurang telitinya Notaris dalam kasus 

ini terbukti dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia atas bangunan. Yang ternyata 

bangunan tersebut berdiri diatas bidang tanah hak guna bangunan milik pemberi fidusia 

sendiri sehingga dalam kasus ini pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah sama yaitu 

PT. Arwinto Intan Wijaya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan, tanah bangunan tersebut merupakan objek Hak Tanggungan, 
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dimana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia tidak dapat didaftarkan sebagai jaminan fidusia. 

 Tanggung jawab dari Notaris atas ketidak cermatan dan ketidak telitian ini adalah 

tanggung jawab secara profesional dan moral, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-

undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris Wachid Hasyim dapat 

dituntut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak secara cermat dan teliti  

sebagaimana dimaksudkan Pasal 16 ayat 1(a) yaitu antara lain melaksanakan 

pekerjaannya dengan saksama. Saksama berarti cermat atau teliti sedangkan 

cermat mengandung arti mengerjakan sesuatu dengan penuh minat atau perhatian 

serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Kode Etik Notaris yaitu seorang 

Notaris harus meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimilki tidak terbatas 

pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan sehingga Prinsip Kehati-hatian 

dapat dijalankan dengan baik. 

2. Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 (a), Notaris 

harus bertanggung jawab secara Profesional dan moral. Bentuk tanggung jawab 

dari seorang notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan 

kerugian bagi pihak lain terbagi dalam 2 macam sanksi yaitu: 

a. Sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang 

Jabatan Notaris yaitu : 

• Sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 84 adalah apabila suatu akta 

menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang 

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 

bunga kepada notaris. 

• Sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 85 adalah sanksi-sanksi berupa: 

1. teguran lisan. 

2. teguran tertulis. 

3. pemberhentian sementara. 

4. pemberhentian dengan hormat. 

5. pemberhentian dengan tidak hormat. 
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b. Sedangkan tanggung jawab secara etika diatur dalam Pasal 6 Kode Etik 

Notaris yaitu sanksi berupa: 

a) Teguran. 

b) Peringatan.  

c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan. 

d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. 

e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan 

3. Tindakan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia atas bangunan yang 

didirikan diatas tanah Hak Guna Bangunan dapat dianggap melanggar pasal 16 

ayat 1 (a) karena memperhatikan ketentuan peraturan per undang-undangan 

tentang jaminan fidusia karena hal yang menjadi objek hak tanggungan tidak 

dapat dijadikan jaminan fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Penulis sehubungan dengan 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Penulis akan menguraikan pula 

beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran 

yang akan diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas Jabatannya harus bertindak secara 

profesional dengan memperhatikan Asas Keseksamaan yaitu melaksanakan 

pekerjaannya dengan cermat dan teliti. 

2. Agar baik sanksi moral, sanksi hukum, maupun sanksi etika benar-benar 

dilaksanakan dengan konsekuen sehingga Notaris benar-benar memperhatikan 

Prinsip Kehati-hatian. 

3. Sebaiknya Notaris lebih memperhatikan Pasal 3 ayat 5 Kode Etik Notaris yaitu 

harus memperluas ilmu pengetahuan tidak terbatas pada pengetahuan hukum dan 

kenotariatan sehingga dapat menjalankan asas keseksamaan.  
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